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JUDUL :Analisis Tax Compliance Behavior Berdasarkan Theory of 
Planned Behavior (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Makassar Selatan) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sikap wajib pajak,norma 
subjektif, kontrol perilaku wajib pajak, dan kewajiban moral wajib pajak terhadap 
niat perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib 
pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan metode accindental sampling. Sampel di dalam penelitian 
ini adalah wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak badan ataupun wajib 
pajak pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan. 
Metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner yang dibagikan 
secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer 
yang dikumpulkan melalui survei kuesioner. Kuesioner yang dapat diolah 
sebanyak 77 kuesioner dari 80 kuesioner yang disebar. Analisis data 
menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda 
untuk menguji hipotesis yaitu sikap wajib pajak,norma subjektif,kontrol perilaku 
wajib pajak, dan kewajiban moral wajib pajak.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak, norma subjektif 
dan kewajiban moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap niat perilaku 
kepatuhan pajak, sementara variabel kontrol perilaku wajib pajak tidak 
berpengaruh terhadap niat perilaku kepatuhan pajak. Implikasi dari penelitian ini 
diharapkan agar setiap wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar 
Selatan lebih baik dalam berperilaku dalam hal sikap, norma subjektif, kontrol 
perilaku serta kewajiban moral agar dapat meningkatkan kepatuhan pajak. 
 
Kata kunci :sikap wajib pajak, norma subjektif, kontrol perilaku wajib pajak, 




A. Latar Belakang Masalah 
Proses pembangunan dalam suatu negara yang berlangsung secara menerus 
dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 
baik secara materil ataupun spiritual, untuk melaksanakan tujuan tersebut maka 
negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri yang berupa pajak. Pajak 
merupakan pungutan wajib yang dibayar untuk negara dan akan digunakan untuk 
kepentingan pemerintah ataupun masyarakat umum. Menurut Susanto (2013), 
pajak menjadi sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai 
seluruh pengeluaran pemerintah yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk 
pembangunan. Pembangunan tersebut seperti pembangunan infrastruktur (jalan 
raya, jembatan, dll), fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan berbagai 
kepetingan umum lain yang memberikan kesejahteraan bagi rakyat di seluruh 
Indonesia (Putri, 2017). Penerimaan sektor pajak inilah yang memegang peranan 
yang sangat penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan suatu negara, hal ini 
menjadikan pajak sebagai urat nadi kontrak sosial pemerintah dengan 
masyarakatnya (Khaerunisa dan Wiratno, 2013). 
Pengelolaan pajak di Indonesia berkembang dengan dinamis melalui 
perubahan seperti organisasi sistem, sarana dan prasarana kerja, peraturan maupun 
aparat yang mengelola pajak, yang telah memberikan kontribusi pada penerimaan 
negara (Pratami dkk, 2017). Di Indonesia pun pemberlakuan pajak saat ini adalah 
merata tanpa melihat status sosial atau kondisi ekonomi dari setiap individu 
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(Bulutoding,2015: 2). Ketika seseorang menjadi wajib pajak baik orang pribadi atau 
badan maka wajib pajak tersebut memiliki kewajiban untuk membayar pajak 
dengan patuh. 
Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menggerakkan roda 
perekonomian negara, Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya 
untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan 
pemerintah dalam melakukan reformasi peraturan perundang-undangan perpajakan 
yaitu dengan memberlakukan self-assessment system.Self-assessment system 
adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung 
jawab, kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 
melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan 
undang-undang perpajakan (Aryandini, 2016).  
Self-assessment system ini menitikberatkan pada kesadaran wajib pajak , 
oleh sebab itu kepercayaan menjadi ujung tombak kepatuhan pajak, serta self- 
assessment system,  ini memiliki sikap edukatif karena wajib pajak dituntut 
memiliki pengetahuan tentang perhitungan, penyetoran dan pelaporan besarnya 
pajak yang terutang (Damayanti dan Martono, 2018; Tahar dan Sandy, 2012). Akan 
tetapi, kepercayaan yang sepenuhnya diberikan kepada wajib pajak dalam 
melaksanakan kewajibanya memberikan konsekuensi yang berat bagi wajib pajak 
dikarenakan semua kewajiban dibebankan kepada wajib pajak, serta sanksi yang 
dijatuhkan lebih berat ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban-kewajibanya 
sebagai wajib pajak, meskipun demikian, dalam praktiknya self-assessment system, 
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ini sulit dilaksanakan sesuai dengan harapan, karena mungkin akan disalahgunakan 
(Oktaviani dan Nurhayati, 2015).  
Kenyataan yang terjadi di Indonesia memperlihatkan bahwa realisasi tax 
ratio tahun 2017 yang mencakup penerimaan perpajakan dan sumber daya alam, 
hanya mencapai 10,7% di bawah target sebesar 11,5% sebagaimana ditetapkan 
dalam Nota Keuangan APBN Tahun 2017. Berdasarkan audit BPK, realisasi 
pendapatan negara tahun 2017 dilaporkan sebesar Rp. 1.666 trilliun atau mencapai 
95% dari anggaran, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.343 
triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 311 trilliun, dan 
penerimaan hibah Rp. 11 trilliun (Ghaliya, 2018). 
Selain itu, banyaknya kasus penyelewengan pajak yang terjadi di Indonesia 
menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengendalian yang dilakukan. Salah satu 
kasus penyelewangan yang terjadi di wilayah kerja Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi 
Selatan, Barat, dan Tenggara merugikan Negara sebanyak Rp. 1,8 Millyar  dimana 
wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan melalui dua perusahaan 
yang dikelola dengan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut 
(Pajak Pertambahan Nilai/PPN) serta sengaja tidak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan (SPT) dari PPN yang telah dipungut sebesar Rp. 767 juta lebih ke 
kas Negara (Tempo, 2016). Tahun 2016 pemerintah menggencarkan pemberian tax 
amnesti untuk Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak pada periode 
sebelumnya. Banyaknya Wajib Pajak yang berminat untuk mengikuti tax amnesti 
merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi ketercapaian program, akan tetapi di 
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sisi lain hal tersebut menunjukkan bahwa banyak Wajib Pajak yang melakukan 
ketidakpatuhan dengan tidak membayar pajak tepat waktu (Suryani, 2017). 
Tingkat kepatuhan di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, di 
mana Direktorat Jendral Pajak mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan wajib 
pajak selama 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya dari total 1,2 juta wajib pajak yang terdaftar di wilayah Sultanbara, 
realisasi pembayaran wajib pajak hanya mencapai Rp. 10,6 Trilliun hingga 
November 2017, sementara tahun sebelumnya mencapai kurang lebih Rp. 11 
Trilliun, (Idris, 2017). 
Hal ini berarti bahwa penerapan self-assessment system belum mampu 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak (tax compliance), dimana sampai saat ini 
penerimaan dari sektor perpajakan masih belum optimal (Oktaviani, 2015). Padahal 
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 yang berlaku efektif 
sejak 20 November 2017 yang mengatur bahwa pemberian kemudahan bagi wajib 
pajak untuk mendapatkan pembebasan pajak penghasilan (pph) final, serta prosedur 
perpajakan bagi wajib pajak yang ingin melaporkan aset tersembunyi dan belum 
tercatat dalam SPT Tahunan sebelum aset tersebut ditemukan oleh Direktorat 
Jendral Pajak (Ananti,2017), dengan peraturan tersebut wajib pajak diberikan 
kemudahan dalam hal membayar pajak dan diharapkan dapat meningkatkan 
kepatuhan pajak. Dalam islam konsep kepatuhantelah dijelaskan dalam Al’Qur’an 









































Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya (QS. An nisa [4]: 59). 
 
Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah mempersamakan ketiganya 
yaitu Allah sendiri, Rasulullah, dan Ulil Amriatau pemerintah masing-masing 
dalam ruang lingkupnya, masing-masing wajib ditaati dan di patuhi (Syaltut 1986: 
648; dalam Bulutoding, 2017). Menurut Adiasa (2013), rendahnya tax ratio di 
Indonesia disebabkan oleh rendahnya pendapatan per kapita, tingkat kepatuhan 
wajib pajak atau kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan masih sangat 
rendah, serta wajib pajak dalam melaporkan peredaran usaha dan penghasilannya 
sebagian besar belum dilakukan secara transparan, dan tingkat efisiensi 
administrasi perpajakan yang belum maksimal. Selain faktor tersebut faktor dari 
dalam diri maupun dari luar diri wajib pajak itu sendiri dapat mempengaruhi tingkat 
kepatuhan wajib pajak dimana masih banyaknya kasus penyelewengan pajak yang 
terjadi (Suryani, 2017).  
Menurut Alvin (2014) untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan 
terus menerus kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 
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pejak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat kepatuhan wajib pajak 
merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib 
pajak dapat dilihat dari aspek psikologi, negara-negara yang sistem 
pemerintahannya menganut sistem pemerintahan demokrasi sangat sering 
menimbulkan kontrak psikologi, salah satu contohnaya kontrak psikologi yang 
terjadi tercermin dari hubungan antara WP dengan petugas pajak dalam 
menerapkan seluruh peraturan-peraturan perpajakan, hubungan yang sejajar akan 
menciptakan peningkatan kepercayaan dan mematuhi komitmen dalam kotrak 
psikologi, sehingga penerimaan pajak akan meningkat (Dicriyani dan Budiartha, 
2016).  
Aspek psikologi tersebut dapat dijelaskan dengan Theory of Planned 
Behavior (TPB),teori ini dikembangkan oleh Ajzen dan Martin Fishbein tahun 
1980, teori ini berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia 
dalam konteks tertentu. Theory of Plannend Behaviormengemukakan bahwa 
pembentuk perilaku adalah adanya niat seseorang untuk berperilaku. Seseorang 
bertindak patuh atau tidak terhadap pajak setelah sebelumnya terdapat keinginan 
terlebih dahulu dalam dirinya (Wahyuni dkk, 2017). Niat untukberperilaku 
dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu behavioral beliefs, belief berkaitan dengan 
penilaian-penilaian subjektif seseorang terhadap dunia sekitarnya, pemahaman 
mengenai diri dan lingkungannya.belief dapat dihubungkan antara perilaku tertentu 
dengan berbagai manfaat dan kerugian yang mungkin diperoleh apabila individu 
melakukan atau tidak melakukannya (Ramadhani, 2011). Behavioral beliefs akan 
menghasilkan sikap terhadap perilaku baik ataupun buruk, sikap merupakan 
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evaluasi keyakinan atau perasaan positif atau negatif seorang individu ketika harus 
melakukan sebuah perilaku, seperti kasus yang terjadi pada kasus yang melibatkan 
oknum perpajakan didalamnya seperti kasus Gayus Tambunan, kasus tersebut 
menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang memilih untuk bersikap 
buruk dengan melakukan kecurangan dalam membayar pajak (Suryani, 2017).  
Normative beliefs,akan menghasilkan norma subjektif. Norma subjektif 
merupakan persepsi individu terhadap harapan dari orang-orang yang berpengaruh 
dalam kehidupannya (significant others) mengenai dilakukan atau tidaknya 
perilaku tertentu, seorang individu akan melakukan suatu perilaku tertentu apabila 
persepsi orang lain terhadap perilaku tersebut bersifat positif, artinya bahwa 
keyakinan wajib pajak tentang pengaruh orang sekitar atau faktor lain yang 
memotivasi wajib pajak untuk melakukan kepatuhan pajak (Oktaviani, 2015). 
Control beliefs, akan menghasilkan kontrol yang dipersepsikan. Kontrol 
perilaku merupakan persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya memujudkan 
suatu perilaku tertentu. Menurut Oktaviani (2015), kontrol perilaku ini merupakan 
tingkat kendali atas diri wajib pajak dalam melakukan perilaku tertentu dibidang 
perpajakan, apabila dalam diri seseorang memiliki keperilakuan yang kuat maka 
kasus seperti kepatuhan pajak dapat di minimalkan. 
Model theory of planned behavior masih memungkinkan untuk ditambahi 
variabel prediktor lain selain ketiga variabel pembentuk niat, variabel tersebut yaitu 
kewajiban moral. Kewajiban moral merupakan norma individu yang dipunyai oleh 
seseorang yang kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain, dimana norma ini 
secara implisit termasuk dalam model theory of planned behavior (Mustikasari, 
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2007). Kewajiban moral selalu berkaitan dengan nilai moral yang dimiliki oleh 
individu etika, prinsip hidup, perasaan bersalah merupakan kewajiban moral yang 
dimiliki setiap orang dalam melaksanakan sesuatu (Aryandini, 2016). 
Penelitian sebelumnya telah banyak menggunakan theory of planned 
behavior dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak (tax compliance 
behavior), namun hasilnya menunjukkan hal yang berbeda, penelitian yang 
dilakukan Handoyono (2014) menemukan bahwa sikap, norma subyektif, kontrol 
perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat wajib pajak orang pribadi 
untuk patuh. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Asraf (2015) yang 
menemukan bahwa sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap niat patuh 
membayar pajak, tetapi norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan 
berpengaruh signifikan terhadap niat dan perilaku patuh.  
Berdasarkan penelitian lainnya, Alvin (2014) menemukan bahwa uji 
simultan (uji F) diperoleh hasil bahwa faktor sikap, norma subyektif, dan kontrol 
perilaku yang dipersepsikan secara simlutan berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan pajak wajib pajak badan, sikap secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan, faktor norma subyektif secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan dan faktor 
kontrol perilaku yang dipersepsikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan pajak wajib pajak badan. Sudiartana dan Mendra (2018), menemukan 
bahwa kontrol perilaku persepsian tidak berpengaruh secara langsung pada perilaku 
kepatuhan pajak individu. Penelitian yang dilakukan Wijayanti dan Putri (2016) 
menemukan bahwa sikap  tidak memiliki pengaruh pada niat melakukan 
 9 
 
kecurangan akademik, norma subjektif berpengaruh terhadap niat melakukan 
kecurangan akademik, persepsi pengendalian perilaku berpengaruh terhadap niat 
mahasiswa melakukan kecurangan akademik, dan kewajiban moral ber-pengaruh 
terhadap niat melakukan kecurangan akademik 
Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian niat 
berperilaku patuh dengan menggunakan theory of planned behavior sebagai dasar, 
maka judul dalam penelitian ini “Analisis Tax Compliance Behavior 
Berdasarkan Theory Of Planned Behavior (Studi Pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Makassar Selatan)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas bahwa terdapat beberapa faktor yang 
memengaruhi niat perilaku kepatuhan pajak,maka dapat dirumuskan beberapa 
pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap niat perilaku kepatuhan 
pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan? 
2. Apakah norma subyektif berpengaruh terhadap niatperilaku kepatuhan 
pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan? 
3. Apakah kontrol perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap niat perilaku 
kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan? 
4. Apakah kewajiban moral wajib pajak berpengaruh terhadap niat perilaku 






1. Pengaruh sikap wajib pajak terhadap niat perilaku kepatuhan pajak 
pada KPP Pratama Makassar Selatan 
Sikap (attitude) terbentuk dari behavioral belief, yaitu keyakinan akan hasil 
dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. 
Sikap arah perilaku mengarah pada perasaan memihak atau perasaan tidak 
memihak terhadap suatu objek yang akan disikapi yang timbul dari adanya evaluasi 
individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut. 
Sikap mempunyai peran penting dalam menjelaskan perilaku seseorang dalam 
lingkungannya (Alvin, 2014). 
Sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah mendukung atau memihak 
(favorable) maupun tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada 
obyek tersebut. Jadi, seseorang akan cenderung berperilaku sesuai dengan apa yang 
ia dukung. Jika sikap wajib pajak mendukung kepatuhan pajak maka ia akan 
berperilaku patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Hidayat dan 
Nugroho, 2010). Hasil penelitian Yuliana dan Isharijadi (2014) menemukan hasil 
bahwa sikap berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara 
Alvin (2014) menemukan bahwa sikap staff pajak berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian Putri (2017) menemukan hasil yang sama 
bahwa sikap mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi di kota Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan Amanda dan 
Restuti (2017) menemukan bahwa sikap tidak berpengaruh terhadap niat atas 
penggunaan SI terkomputerisasi. 
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H1 : Sikap wajib pajak berpengaruh terhadap niat perilaku kepatuhan pajak pada 
KPP Pratama Makassar Selatan 
2. Pengaruh norma subyektif terhadap niat perilaku kepatuhan pajak 
pada KPP Pratama Makassar Selatan 
Norma subyektif adalah kekuatan pengaruh pandangan orang-orang di 
sekitar wajib pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak. Norma subyektif merupakan 
persepsi yang bersifat individual terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau 
tidak melakukan perilaku tertentu (Alvin, 2014). Norma subjektif ini menjelaskan 
bahwa dalam pajak, bukan tidak mungkin seorang wajib pajak bersikap patuh atau 
tidak patuh karena melihat atau mempertimbangkan orang lain disekitarnya sebagai 
referents, artinya norma subjektif mengacu pada perilaku orang lain ketika perilaku 
tersebut dianggap positif maka individu akan lebih bertindak ke hal yang positif 
pula begitupun sebaliknya (Suryani, 2017).  
Keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain 
yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk 
menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan (Wanarta dan 
Mangoting, 2014). Keyakinan normatif (normative control), merupakan keyakinan 
mengenai harapan-harapan normatif yang muncul karena pengaruh orang lain dan 
motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut dalam TRA dikaitkan dengan 
norma subjektif (subjective norm). Norma subjektif diidentikkan dengan dua hal 
yaitu keyakinan seseorang tentang reaksi apakah individu perlu atau tidak perlu 




Penelitian yang dilakukan Yuliana dan Isharijadi (2014) mememukan 
bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Madiun.Penelitian Parianti dkk (2016) 
menemukan bahwa norma subjektif berpengaruh positif pada niat mahasiswa 
akuntansi untuk mengungkapkan kecurangan (whistleblowing), sementara 
penelitian yang dilakukan Amanda dan Restuti (2017) menemukan bahwa norma 
subjektif tidak berpengaruh terhadap niat penggunaan SI terkomputerasi. 
H2: Norma subjektif berpengaruh terhadap niat perilaku kepatuhan pajak pada KPP 
Pratama Makassar Selatan 
3. Pengaruh kontrol perilakuwajib pajak terhadap niat perilaku 
kepatuhan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan 
Kontrol perilaku yang dipersepsikan mengacu pada sejauh mana seorang 
individu merasa bahwa pelaksanaan atau bukan pelaksanaan dari perilaku yang 
dimaksud adalah di bawah kendali/kehendaknya. Umumnya, semakin memihak 
suatu sikap dan norma subjektif terhadap perilaku, dan semakin besar kontrol 
perilaku yang dipersepsikan, maka semakin besar pula niat individu untuk 
melakasanakan perilaku tersebut dibawah pertimbangannya (Wanarta dan 
Mangoting, 2014). Kontrol perilaku yang dipersepsikan mempengaruhi secara 
langsung maupun tidak langsung (melalui niat) terhadap perilaku. Pengaruh 
langsung dapat terjadi jika terdapat actual control di luar kehendak individu 
sehingga mempengaruhi perilaku. 
Semakin besar kontrol yang dipersepsikan seseorang, maka semakin kuat 
nilai seseorang untuk memunculkan perilaku tetentu. Akhirnya, sesuai dengan 
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kondisi pengendalian yang nyata di lapangan (actual behavioral control) niat 
tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu muncul. Mustikasari (2007) 
menggunakan tiga indikator dalam mengukur kontrol keprilakuan, yaitu pertama, 
kemungkinan diperiksa oleh fiskus; kedua, kemungkinan dikenakan sanksi dan; 
ketiga, kemungkinan pelaporan pihak ketiga. Kontrol perilaku yang dipersepsikan 
dalam konteks perpajakan adalah seberapa kuat tingkat kendali yang dimiliki 
seorang wajib pajak dalam menampilkan perilaku tertentu (Bobek dan Hatfield, 
2003). Meutia dkk (2013) semakin banyak sumber daya dan kesempatan yang 
dimiliki, dan semakin sedikit hambatan atau hambatan yang dapat diantisipasi, 
maka semakin besar kontrol yang dipersepsikan individu atas perilaku sehingga 
individu berniat untuk melakukan perilaku tersebut. 
Penelitian yang dilakukan Alvin (2014) menemukan bahwa kontrol perilaku 
yang dipersepsikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, sementara 
Putri (2017) menemukan hasil yang sama bahwa kontrol perilaku yang 
dipersepsikan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi di Kota Yogyakarta. 
H3: Kontrol perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap niat perilaku kepatuhan 
pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan 
4. Pengaruh kewajiban moral wajib pajak terhadap niat perilaku 
kepatuhan pajakpada KPP Pratama Makassar Selatan 
Kewajiban moral memungkinkan menjadi variabel prediktor dalam theory 
of planned behaviordimanakewajiban moral merupakan norma individu yang 
dimiliki seseorang dalam melaksakan sesuatu, seperti etika dan prinsip hidup moral 
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wajib pajak, etika dan norma sosialnya sangat berpengaruh terhadap perilaku dari 
wajib pajak. Kewajiban moral tidak terlepas dengan integritas. integritas berarti 
bahwa perilaku seseorang konsisten dengan nilai yang menyertainya dan orang 
tersebut bersifat jujur, etis dan dapat dipercaya, serta dapat diartikan juga sebagai 
kesehatan moral, kejujuran yang terbebas dari pengaruh atau motif korupsi, dapat 
dipercaya dan disukai, serta memiliki ketulusan (Woro dan Supramono , 2013). 
Penelitian yang dilakukan Pranata dan Setiawan (2015) menemukan hasil 
bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Hal ini sejalan 
dengan penelitian Sanjaya (2014) yang menemukan bahwa kewajiban moral 
berpengaruh positif terhadp kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran 
di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Artha dan Setiawan (2016) menemukan hasil 
bahwa kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi dalam skema PP No. 46 Tahun 2013. 
H4 : Kewajiban moral wajib pajak berpengaruh terhadap niat perilaku kepatuhan 
pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan 
 
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian  
1. Definisi Operasional 
Definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari 
4 variabel independen yaitu sikap wajib pajak, norma subjektif, kontrol perilaku 
wajib pajak dan kewajiban moral wajib, sementara variabel dependen dalam 
penelitian ini yaitu niat perilaku kepatuhan pajak. Berikut ini penjelasan dari 
masing-masing variabel dalam penelitian ini. 
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1. Variabel Independen (X) 
a) Sikap Wajib Pajak(X1) 
Sikap wajib pajak merupakan hasil evaluasi atau penilaian responden 
terhadap suatu hasil dari perilaku yang mengarah pada perasaan yang memihak atau 
tidak memihak terhadap suatu objek. Dalam pajak sikap di artikan bahwa responden 
akan mendukung atau tidak mendukung kepatuhan pajak, ketika responden 
memilih untuk mendukung kepatuhan pajak maka ia akan berperilaku patuh dalam 
menjalankan kewajiban perpajakannya, begitupun sebaliknya ketika responden 
memilih untuk tidak mendukung adanya kepatuhan pajak maka ia akan berperilaku 
tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini 
untuk menilai variabel sikap wajib pajak menggunakan skala likert 1-5 yaitu, 1). 
Sangat tidak setuju, 2). Tidak setuju, 3). Ragu-ragu, 4). Setuju, 5). Sangat setuju, 
dengan indikator yaitu, 1). Melaksanakan kepatuhan pajak, 2). Pertimbangan 
individu atas penggunaan pajak yang transparan, 3). Sistem perpajakan, 4). 
Layanan pemerintah, 5). Melaporkan semua penghasilan utama maupun 
penghasilan sampingan. 
b) Norma Subjektif 
Norma subjektif merupakan kepercayaan responden mengenai persetujuan 
orang lain terhadap sesuatu tindakan. Norma subjektif ini menjelaskan bahwa 
dalam pajak, bukan tidak mungkin seorang responden bersikap patuh atau tidak 
patuh karena melihat atau mempertimbangkan orang lain disekitarnya sebagai 
referents, artinya norma subjektif mengacu pada perilaku orang lain ketika perilaku 
tersebut dianggap positif maka responden akan lebih bertindak ke hal yang positif 
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pula begitupun sebaliknya. Dalam penelitian ini untuk menilai variabel norma 
subjektif menggunakan skala likert 1-5 yaitu, 1). Sangat tidak setuju, 2). Tidak 
setuju, 3). Ragu-ragu, 4). Setuju, 5). Sangat setuju, dengan indikator yaitu, 1). 
Pengaruh teman, 2). Pengaruh keluarga, 3). Pengaruh konsultan pajak, 4). Pengaruh 
rekan kerja. 
c) Kontrol Perilaku Wajib Pajak 
Kontrol perilaku merupakan keyakinan responden tentang keberadaan hal-
hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan 
persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat 
perilakunya tersebut. Kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam konteks 
perpajakan adalah seberapa kuat tingkat kendali yang dimiliki seorang responden 
dalam menampilkan perilaku tertentu. Dalam penelitian ini untuk menilai variabel 
kontrol perilaku wajib pajak menggunakan skala likert 1-5 yaitu, 1). Sangat tidak 
setuju, 2). Tidak setuju, 3). Ragu-ragu, 4). Setuju, 5). Sangat setuju, dengan 
indikator yaitu, 1). Kemungkinan pelaporan pihak ketiga, 2). Sanksi pajak, 3). Audit 
pajak, 4). Kemungkinan pemeriksaan oleh otoritas pajak. 
d) Kewajiban Moral Wajib Pajak 
Kewajiban Moral adalah norma individu yang di miliki oleh responden yang 
berkaitan dengan tindakan yang mempunyai nilai positif di mata masyarakat pada 
umumnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini berarti bahwa, 
semakin tinggi moral responden maka niat responden akan semakin patuh terhadap 
pajak, namun sebaliknya bahwa semakin tidak bermoral responden, semakin besar 
pula niat responden untuk tidak patuh terhadap pajak. Dalam penelitian ini untuk 
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menilai variabel kewajiban moral wajib pajak menggunakan skala likert 1-5 yaitu, 
1). Sangat tidak setuju, 2). Tidak setuju, 3). Ragu-ragu, 4). Setuju, 5). Sangat setuju, 
dengan indikator yaitu, 1). Bentuk Partisipasi, 2). Etika, 3). Prinsip hidup. 
2. Variabel Dependen (Y) 
Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah niat perilaku kepatuhan 
pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta 
melaksanakan ketentuan perpajakan, jadi responden yang patuh adalah responden 
yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara niat keinginan 
untuk melakukan sebuah perilaku, artinya niat kepatuhan pajak merupakan suatu 
keinginan responden untuk melakukan perilaku patuh atau tidak patuh terhadap 
pajak. Dalam penelitian ini untuk menilai variabel niat perilaku kepatuhan pajak 
menggunakan skala likert 1-5 yaitu, 1). Sangat tidak setuju, 2). Tidak setuju, 3). 
Ragu-ragu, 4). Setuju, 5). Sangat setuju, dengan indikator yaitu, 1). Niat kepatuhan 
perhitungan, 2) Niat kepatuhan pembayaran, 3). Niat kepatuhan pelaporan. 
2. Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian dirancang untuk menguji Theory Of Planned Behavior yang 
terdiri atas sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap 
niat wajib pajak berperilaku patuhSasaran dari penelitian adalah wajib pajak yang 
terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Lokasi ini dipilih 







E. Penelitian Terdahulu 
Berbagai penelitian mengenai theory of planned behavior telah banyak 
digunakan dalam menjelaskan perilaku manusia. Teori ini menjelaskan bahwa 
adanya niat untuk berperilaku yang ditampilkan oleh individu, sementara niat 
berperilaku itu muncul karena ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu 1) behavioral 
beliefs, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas 
hasil tersebut (beliefs strength and outcome evaluation), 2) normatif beliefs, yaitu 
keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi 
harapan tersebut (normative beliefs and motivation to comply), dan 3) control 
beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau 
menghambat perilaku yang akan ditampilkan (control beliefs) dan persepsinya 
tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya 
tersebut (perceived power) (Basri dan Surya, 2014).  
Penelitian mengenai sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, dan kewajiban 
moral telah banyak dilakukan seperti penelitian Aryadhe dkk (2018) yang meneliti 
mengeni sikap,norma subjektif terhadap niat beli dan keputusan pembelian. 
Penelitian tersebut digolongkan dalam penelitian asosisatif yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui hubungan dari dua variabel, tehnik pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling, dan tehnik analiss data menggunakan 
Partial Least Squares (PLS). Responden dalam penelitian tersebut yaitu konsumen 
yang menggunakan sepeda motor honda scoopy di Kota Denpasar. Hasil penelitian 
tersebut adalah sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli, norma 
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subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli, dan niat beli 
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 
Wahyuni dkk (2017) meneliti mengenai pengaruh sikap dan niat berperilaku 
patuh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. Penelitian tersebut dilaksanakan 
pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja dengan jumlah sampel sebanyak 
47.528, pengambilan sampel menggunakan rumus solvin dan diperoleh sampel 
minimum sebanyak 100 orang. Metode pegambilan sampel menggunakan 
insidental sampling, dan analisis data yang digunakan yaitu Structural Equation 
Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian tersebut adalah sikap 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 
dan niat berperilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak 
orang pribadi. 
Parianti (2016) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat 
dan perilaku whistleblowing mahasiswa akuntansi. Penelitian tersebut 
menggunakan desain casual explanatory yaitu untuk mengetahui hubungan antara 
sikap kearah perilaku, norma subjektif, persepsi kendali atas perilaku pada niat dan 
perilaku whistleblowing. Responden dalam penelitian tersebut yaitu mahasiswa 
Magister Akuntansi dan mahasiswa program PPAK periode 2015/2016 yang masih 
terdaftar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dengan jumlah 
populasi sebanyak 380 mahasiswa. Tehnik penentuan sampel yang digunakan yaitu 
purposive sampling, sampel yang diperoleh sebanyak 129 untuk mahasiswa 
Magister Akuntansi dan 46 orang untuk mahasiswa PPAK. Pengujian hipotesis 
menggunakan metode analisis jalur (path analisys). Hasil penelitian tersebut yaitu 
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sikap berpengaruh positif pada niat mahasiswa akuntansi untuk mengungkapkan 
kecurangan, norma subjektif berpengaruh positif pada niat mahsiswa akuntansi 
untuk mengungkapkan kecurangan, kontrol perilaku berpengaruh positif pada niat 
mahasiswa akuntansi untuk mengungkapkan kecurangan, dan niat mahasiswa 
akuntansi berpengaruh positif pada perilaku whistleblowing. 
Berdasarkan penelitian di atas bahwa penelitian mengenai theory of planned 
behavior telah banyak dilakukan, sementara penelitian ini juga meneliti mengenai 
variabel sikap wajib pajak, norma subjektif, kontrol perilaku wajib pajak, terhadap 
niat perilaku kepatuhan pajak. Akan tetapi, penelitian ini berbeda dengan penelitian 
sebelumnya dimana penelitian ini menambahkan satu variabel yaitu kewajiban 
moral wajib pajak, dimana memungkin  theory of planned behavior ditambahkan 
satu variabel diluar dari variabel sikap, norma subjektif,dan kontrol perilaku, serta 
metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif, 
dengan lokasi penelitian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, tehnik 
pengambilan sampel menggunakan Convienience sampling, dan tehnik analisis data 
menggunakan SPSS. 
 
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan 
sebelumya, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 
a. Diketahuinya pengaruh sikap terhadap niat perilaku kepatuhan pajak pada KPP 
Pratama Makassar Selatan 
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b. Diketahuinya pengaruh norma subjektif terhadap niat perilaku kepatuhan pajak 
pada KPP Pratama Makassar Selatan 
c. Diketahuinya pengaruh kontrol perilaku wajib pajak terhadap niat perilaku 
kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan 
d. Diketahuinya pengaruh kewajiban moral wajib pajak terhadap niat perilaku 
kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan Theory Of 
Panned Behavior didalam perpajakan,teori ini dikembangkan Ajzen 1988 yang 
menjelaskan bahwa perilaku manusia yang didasarkan atas tiga pertimbangan 
yaitu keyakinan perilaku, keyakinan normatif dan keyakinan kontrol. Teori ini 
didalam perpajakan menjelaskan perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak 
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
b. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 
pihak perpajakan dalam peningkatan penerimaan pajak serta kepatuhan wajib 
pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya terutama bagi Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, serta memberikan manfaat kepada 









A. Theory of Planned Behavior (TPB) 
Teori ini awalnya dinamai Theory of Reasoned Action (TRA), 
dikembangkan tahun 1967 kemudian teori tersebut terus direvisi dan diperluas oleh 
Icek Ajzen dan Martin Fishbein mulai tahun 1980, teori ini ditujukan untuk 
memprediksi perilaku individu secara lebih spesifik. Perbedaan utama antara 
Theory of Reasoned Action (TRA) dan Theory of Planned Behavior (TPB) adalah 
tambahan penentu intensi berperilaku yang ketiga, yaitu perceived behavioral 
control (PBC) (Ramadhani, 2011). 
Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku yang 
ditampilkan oleh individu, sementara niat untuk berperilaku itu muncul karena 
ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu: 1) behavioral beliefs, yaitu keyakinan 
individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (beliefs 
strength and outcome evaluation), 2) normatif beliefs, yaitu keyakinan tentang 
harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut 
(normative beliefs and motivation to comply), dan 3) control beliefs, yaitu 
keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku 
yang akan ditampilkan (control beliefs) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-
hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power) 
(Basri dan Surya, 2014). 
Secara keseluruhan, kepercayaan-kepercayaan perilaku membentuk suatu 
sikap menyukai atau tidak menyukai terhadap perilaku, kepercayaan normatif 
 23 
 
menghasilkan tekanan sosial atau norma subyektif, dan kepercayaan kontrol 
perilaku persepsian kemudian akan menimbulkan niat perilaku (behavioral 
intention) (Afdalia dkk, 2014). Ketiga dimensi TPB merupakan suatu dasar dari 
kepercayaan (trust). Turst adalah suatu keinginan dari individu agar peka pada 
tindakan orang lain dengn harapan individu tersebut akan melakukan tindakan 
tertentu terhadap individu yang dapat mempercayainya, tanpa adanya pertimbangan 
terhadap kemampuannya untuk mengawasi dan mengendalikannya, trust atas 
sistem perpajakan akan menimbulkan kesadaran atau niat atas pajak (Woro dan 
Supramono, 2013) 
Model theory of planned behavior masih memungkinkan untuk ditambahi 
variabel prediktor lain selain ketiga variabel pembentuk niat, variabel tersebut yaitu 
kewajiban moral. kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh 
seseorang namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain, seperti etika, prinsip 
hidup, perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela 
(Artha dan Setiawan, 2016). 
a. Sikap wajib pajak 
Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan (Alvin, 2014). 
Menurut Afdalia dkk (2014) menyatakan bahwa sikap individu terhadap suatu 
perilaku diperoleh dari keyakinan terhadap konsekuensi yang ditimbulkan oleh 
perilaku tersebut, yang di istilahkan dengan behavioral belief (keyakinan terhadap 
perilaku). Belief berkaitan dengan penilain-penilain subjektif seseorang terhadap 
dunia sekitarnya, pemahaman mengenai diri dan lingkungan, dalam teori perilaku 
terencanakan ini ajzen menyatakan bahwa belief dapat di ungkapkan dengan cara 
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menghubungkan suatu perilaku yang akan kita prediksi dengan berbagai manfaat 
atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila kita melakukan atau tidak 
melakukan perilaku tersebut (Ramadhani, 2011).  
Menurut Wanarta dan Mangoting (2014) yang meneliti mengenai 
ketidakpatuhan pajak mengungkapkan bahwa wajib pajak yang mempunyai sikap 
positif terhadap ketidakpatuhan pajak, maka niat untuk melakukan penggelapan 
pajaknya semakin tinggi, dengan kata lain, seseorang yang yakin bahwa sebuah 
tingkah laku dapat menghasilkan outcome yang positif, maka individu tersebut akan 
memiliki sikap yang positif, begitu juga sebaliknya  
b. Norma Subjektif  
Norma subyektif merupakan kekuatan pengaruh pandangan orang-orang 
disekitar terhadap perilaku kepatuhan pajak. Norma subyektif merupakan persepsi 
yang bersifat individual terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak 
melakukan perilaku tertentu (Alvin, 2014). Menurut Afdalia dkk (2014) norma 
subyektif didefinisikan sebagai adanya persepsi individu terhadap tekanan sosial 
yang ada untuk menunjukkan atau tidak suatu perilaku. Individu memiliki 
keyakinan bahwa individu atau kelompok tertentu akan menerima atau tidak 
menerima tindakan yang dilakukannya. Apabila individu menyakini apa yang 
menjadi norma kelompok maka individu akan mematuhi dan membentuk perilaku 
yang sesuai dengan kelompoknya. Norma subyektif ini memberikan pandangan 
sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti individu lain, jika 
seseorang merasa bahwa itu ada hak pribadinya untuk menentukan apa yang 
dilakukan bukan ditentukan orang lain. 
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Menggunakan istilah “motivation to comply” untuk menggambarkan 
fenomena ini yaitu apakah individu mematuhi pandangan orang lain yang 
berpengaruh dalam hidupnya atau tidak. Keyakinan normative ini berkaitan dengan 
harapan-harapan yang berasal dari referent atau orang dan kelompok yang 
berpengaruh bagi individu (significant others) seperti orang tua pasangan, teman 
dekat, rekan kerja atau lainnya, tergantung pada perilaku yang terlibat (Woro dan 
Supramono ,2013). 
c. Kontrol perilaku wajib pajak 
Kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah sejumlah kontrol dari luar yang 
diyakini tax professional yang akan menghambat mereka dalam menampilkan 
kepatuhan pajak. Menurut Alvin (2014) semakin besar kontrol yang dipersepsikan 
seseorang, maka semakin kuat nilai seseorang untuk memunculkan perilaku 
tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata dilapangan 
(actual behavioral control) niat tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu 
muncul. Keberhasilan kinerja dan perilaku tergantung dari kemampuan seseorang 
untuk mengontrol faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku, walaupun 
kontrol kemauan (volitional control) adalah salah satu yang paling memengaruhi 
perilaku dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain, keterbatasan-keterbatasan 
personal hambatan-hambatan eksternal dapat juga mengganggu kinerja dari 
perilaku. 
Ramdhani (2011) mengungkapkan bahwa semakin kuat keyakinan terhadap 
tersedianya sumberdaya dan kesempatan yang dimiliki individu berkaitan dengan 
perilaku tertentu dan semakin besar peranan sumberdaya tersebut maka semakin 
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kuat persepsi kontrol individu terhadap perilaku tersebut, individu yang mempunyai 
kontrol persepsi yang tinggi akan terus terdorong dan berusaha untuk berhasil 
karena ia yakin dan sumberdaya dan kesempatan yang ada, kesulitan dapat diatasi. 
Dalam konteks perpajakan kontrol perilaku diartikan sebagai seberap kuat tingkat 
kendali yang dimiliki oleh wajib pajak dalam menampilkan perilaku tertentu, ketika 
seorang wajib pajak memiliki tingkat kendali yang kuat maka hal-hal yang dapat 
melanggar kewajiban perpajakn tidak akan terjadi (Suryani,2017) 
d. Kewajiban moral wajib pajak 
Kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki oleh wajib pajak 
orang pribadi yang berkaitan dengan tindakan yang mempunyai nilai positif di mata 
masyarakat pada umunya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mustikasari, 
2007). Hidayat dan Nugroho (2010) mengungkapkan bahwa tingkat moral 
seseorang merupakan faktor yang dominan yang mempengaruhi niat seseorang, jika 
seseorang memiliki moral yang tinggi maka maka niatnya juga akan patuh pajak, 
sebaliknya semakin tidak bermoral seseorang niatnya akan semakin tidak patuh 
terhadap pajak. 
Banyaknya kasus yang terjadi seperti Korupsi, Nepotisme, dan Kolusi di 
sebagian Negara berkembang termasuk Indonesia, dapat mempengaruhi kewajiban 
moral wajib pajak, dimana hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai 
pengelola keuangan negara, maupun daerah yang salah satunya berasal dari sektor 
pajak agar lebih jujur dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga wajib pajak 
dapat merasakan bahwa hasil pembayaran pajak mereka tidak disalahgunakan, 
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bukan hanya itu wajib pajak lebih menyadari pentingnya pajak sebagai sumber 
pembiayaan negara (Hakim dkk, 2017; dan Sanjaya, 2014) 
 
B. Perpajakan 
1. Definisi Pajak 
Pajak merupakan salah satu sumber dana yang berasal dari dalam negeri 
yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum untuk 
membiayai seluruh pengeluaran pemerintah yang dibutuhkan termasuk 
pengeluaran untuk pembangunan. Menurut Lesmana dkk (2017) pajak merupakan 
iuran rakyat kepada Negara yang di atur dengan Undang-Udangan, dengan tidak 
mendapat balas jasa secara langsung. Pengertian pajak banyak dikemukan oleh para 
ahli seperti yang dikutip dari Bulutoding (2015:5): 
a. Pengertian pajak menurut Prof. Edwin R.A.Seligman dalam buku Essay in 
Taxation yang diterbitkan di AMERIKA menyatakan: “Tax is compulsory 
contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred 
in the common interest of all, without reference to special benefit confere”. Dari 
definisi di atas terlihat adanya konstribusi seseorang yang ditujukan kepada 
Negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus kepada seseorang. 
Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan 
manfaatnya kepada masyarakat. 
b. Pengertian pajak menurut Philip E. Taylor dalam buku “The Economics of 
public finance.” Memeberikan batasan pajak seperti diatas hanya menggantikan 
without reference dengan with little reference. 
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c. Pengertian pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldman dalam buku DE over 
Heidsmiddelen Van Indonesia (terjemahan): pajak adalah prestasi yang 
dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-
norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan 
semata-semata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. 
2. Fungsi Pajak 
Menurut Bulutoding (2015:7) Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi 
budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (mengatur) yaitu:  
a.  Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungi 
budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah 
untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.  
b. Fungsi Regulerend (Mengatur)   Pajak mempunyai fungsi regulerend artinya 
pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah 
dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar 
bidang keuangan.  
3. Unsur-unsur Pajak 
Menurut Mardiasmo (2013:1) terdapat 4 unsur-unsur pajak yaitu: 
a. Iuran dari rakyat kepada Negara: Yang berhak memungut pajak hanyalah 
Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang) 
b. Berdasarkan Undang-Undang: Pajak dipungut berdasarkan aau dengan 
kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 
 29 
 
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat 
ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yng bermanfaat bagi masyarakat luas.  
4. Asas Pemungutan Pajak 
Menurut Mardiasmo (2013:7) terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu: 
a. Asas domisili (asas tempat tinggal): Negara berhak mengenakan pajak atas 
seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik 
penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku 
untuk Wajib Pajak dalam negeri. 
b. Asas Sumber: Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang 
bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 
c. Asas Kebangsaan: Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu 
Negara. 
Bulutoding (2015:8) dalam bukunya menyatakan bahwa asas-asas 
pemungutan pajak sebagaimana yang dikemukan oleh Adam Smith dalam buku An 
quiri into the nature and cause of the wealth of nations menyatakan bahwa 
pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada: 
a. Equality pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak 
dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan 
membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. 
Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuuk 
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pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang 
diminta. 
b. Certainty Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena 
itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang 
terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. 
c. Convenience Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai 
dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat 
wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut pay as 
you eart. 
d. Economy secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan 
kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian 
pula beban yang dipikul wajib pajak. 
5. Sistem Perpajakan di Indonesia 
Menurut Mardiasmo (2013:7) dalam memungut pajak dikenal beberapa 
sistem pungutan, yaitu: 
a. Official Assessment System: Suatu sistem pungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang 
harus dibayar oleh seseorang. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui 
setelah adanya surat ketetapan pajak. 
Ciri-cirinya: 
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus 
2) Wajib Pajak bersifat pasif 
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 
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b. Sistem self -assessment: wajib pajak diberikan kepercayaan untuk  menghitung, 
memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian melunasinya serta 
melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak. 
Ciri-cirinya: 
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang memberi wewenang 
kepada Wajib Pajak sendiri, 
2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 
pajak yang terutang, 
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
c. Sistem Withholding: Suatu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. 
Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan 
melaporkannya kepada fiskus. 
Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 
pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 
Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada self -assessment system. Self 
-ssessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, 
kepercayaan,tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus 
dibayar (Diana dan Setiawati, 2010:1). Konsekuensi self- assessment system, setiap 





6. Pajak dalam Islam 
Menurut Gusfahmi (2011:28) secara etimologi, pajak dalam Bahasa arab 
disebut dengan istilah dharibah yang artinya mewajibkan, menetapkan, 
menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Dharibah 
adalah isim mufrad (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah 
(dharaaib) ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta 
setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban 
(pikulan yang berat). Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak 
seperti yang dikutip Gusfahmi (2011:31) yaitu: 
a. Yusuf Qardhawi berpendapat: 
Pajak adalah kewajiban ya ng ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus 
disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi 
kembali dari Negara, dan hasilnya membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di 
satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial,  politik, dan 
tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara. 
b. Gazy Inayah berpendapat: 
Pajak adalah kewajiaban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh 
pemerintah atau pejabat wewenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan 
tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan sipemilik harta dan 
dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk 





c. Abdul Qadim Zallum berpendapat: 
Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum Muslim untuk 
membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan 
atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta. 
Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (mu’amalah), 
oleh sebab itu ia merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat 
dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas rakyat. Tanpa batasan 
syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati, dan 
menggunakannya menurut apa yang diinginkannya (pajak menurut upeti, yaitu hak 
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ۡ
ل  ِ بٱ ِۡيَع
ۡ
ل  َوٱ َفن
َ ۡ
لۡ  ِ بٱ ِفن
َ ۡ
لۡ  َوٱ َُنذ
ُ ۡ
لۡ 
 ِ بٱ ِنُذ
ُ ۡ
لۡ  َوٱ َّن ِ  سل  ِ بٱ ِ ن ِ  سل  َوٱ َحوُرُ
ۡ
لۡ  ِِهب َق َّدََصت نَمَف ٞۚ
 صاَِصقۦ  ُ
َّ
لّ  ةَرا َّف
َ





أ ٓاَِمب مُكَۡيَ ۡم
َّ
لٱ ُ َّللّ  ُمُه َِكئ
َٰٓ َلْو
ُ
أَفٱ َنوُِمل َّٰ َّظل ٥٤  
Terjemahannya: 
Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) 
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan 
hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada 
qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka 
melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak 
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu 
adalah orang-orang yang zalim (QS. Al. Maidah [5]:45). 
 
Ayat diatas menjelaskan bahwa pajak adalah bagian dari syariat maka 
sebagai batang dari suatu pohon ia harus memiliki akar yang kuat dan kokoh. Akar 
itu adalah iman atau  akidah. Hukum pajak mesti memiliki dalil yang kuat dari Al-
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Qur’an dan Hadist agar memberi manfaat (buah) bagi kemaslahatan umat 
(Gusfahmi, 2011:20). 
Pajak masih menjadi perdebatan dalam hukum islam, ada pendapat yang 
menyatakan bahwa tidak ada kewajiban lain atas harta selain zakat. Mayoritas 
fuquha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiaban kaum muslim atas 
harta. Barang siapa telah berzakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah 
kewajiban. Dia pun tidak memiliki kewajiban lagi, bila zakat telah ditunaikan, 
kecuali hendak bersedekah sunnah, karena mengharap pahala yang lebih besar dari 
Allah Swt. (Gusfahmi, 2011:145). Dalil yang mereka kemukan yaitu: 
اَه ُّي
َ
أَٰٓ َي ٱ َنيِ
َّ























لََو ٞۚۡمُكنِ  م ٖضاََرت نَعٱ َ َّللّ  اٗميَِحر ۡمُِكب َنَكَ٩٢  
Terjemahannya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu (QS. Annisa[4 ]:29). 
 
Namun, terdapat pendapat yang menyatakan ada kewajiban lain atas harta 
kaum muslim selain zakat. Pendapat tersebut datang dari Umar, Ali, Abu Dzar, 
A’isyah, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Hasan bin Ali dan Fatimah binti Qais dari 
kalangan sahabat ra. Pendapat tersebut di sahkan oleh Sya’bi, Mujahid, Thawus, 
‘Atha, dan lain-lain dari kalangan tabi’in (Gusfahmi, 2011: 148). Dalil-dalil yang 















ل  َوٱ ِِبرۡغَم
ۡ
ل  َّنِكََّٰلَوٱ َِّب
ۡ
ل  َنَماَء ۡنَم
 ِ بٱ ِ َّللّ  َوٱ ِمَۡو
ۡ
لۡ ٱ ِرِخلۡأٓ  َوٱ ِةَِكئ
َٰٓ َلَم
ۡ
ل  َوٱ ِبََّٰتِك
ۡ
ل  َوٱ ِ









ل  َوٱ ََّٰمََّٰتَ
ۡ
لۡ  َوٱ َيِكََّٰسَم
ۡ
ل  َوٱ َنۡب ٱ ِلِيب َّسل  َوٱ َِيِلٓئا َّسل  ِفَِوٱ ِباَِق  رل  َمَاق
َ
أَوٱ َة ََّٰول َّصل 
 َتَاَءَوٱ َة َّٰو
َ
ك َّزل  َوٱ َنُوفوُم
ۡ
ل  َو ْۖ
ْ
اوُدَهَّٰ َع اَِذإ ِۡمهِدۡهَِعبٱ َنيِِب َّٰ




لۡ  َوٱ َّ َّضّل ِٓءا 









لَّ  َدَص ْۖ
ْ





ل ٧١١  
Terjemahannya: 
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 
Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-
orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, 
mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati 
janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, 
penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar 
(imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa (QS. Al-Baqarah 
[2]:177). 
 
Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt. Menyuruh kita untuk menolong 
mereka yang membutuhkan, apalagi jika Negara dalam keadaan genting maka 
seluruh rakyat harus membantu. Jika dalam posisi seperti ini, maka pajak 
diperbolehkan untuk dipungut demi keselamatan Negara. Perbuatan ini juga 
termasuk dalam jihad harta. Gusfahmi (2007:149) menyatakan bahwa ayat ini 
menurut mereka merupakan alasan yang kuat, sebagai dalil mengenai adanya 
kewajiban atas harta selain zakat. Ayat diatas juga memberi penjelasan tentang 
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kebaikan hakiki dan agama yang benar, maka ini menyangkut penjelasan soal-soal 
pokok tambahan (untuk melengkapi), dan hal-hal yang fardu bukan sunnah. 
 
C. Niat perilaku kepatuhan pajak 
Niat adalah keinginan untuk melakukan sebuah perilaku, niat tidak selalu 
statis, niat dapat berubah dengan berjalannya waktu, dalam kaitannya dengan 
kepatuhan pajak, niat dimaksudkan sebagai keinginan wajib pajak orang pribadi 
untuk melakukan perilaku patuh atau tidak patuh terhadap pajak (Jogiyanto 2007; 
dalam Wahyuni dkk, 2017) 
Kepatuhan pajak dapat didefeinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak 
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. 
Kepatuhan juga perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan dia artikan 
dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau 
organisasi (Subing dkk, 2011).  Menurut Rahayu (2009); dalam Ngadiman dan 
Huslin (2015), kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak 
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, ada 
dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. 
Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban 
perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada dalam ketentuan perundang-
undangan perpajakan, sementara kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana 
wajib pajak secara substantif sudah memenuhi semua ketentuan material 
perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undnag-undang perpajakan. 
Pada tahun 2008 dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan 
Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu sebagai turunan dari Peraturan Menteri 
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Keuangan No. 192/PMK.03/2007. Karakteristik Wajib Pajak Patuh menurut 
Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 sebagai berikut: 
1. Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir 
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak 
dari Januari sampai November tidak lebihh dari 3 masa pajak untuk setiap jenis 
pajak dan tidak berturut-turut 
3. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud dalam huruf b telah disampaikan 
tidak lewat batas waktu penyampain SPT Masa waktu masa pajak berikutnya 
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecualitelah 
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi 
keadaan pada tanggal 31 desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib 
pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir 
pelunasan. 
5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawasan 
keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga 
tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (long form 
report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib 
pajak yang menyampaikan SPT tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan 
keuangan yang di audit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak dalam 
pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan public 
6. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang 
perpajakan berdasar pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum 
tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir (MenKeu, 2016). 
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D. Rerangka Pikir 
Direktorat Jendral Pajak selaku badan yang mengelola perpajakan 
Indonesia, pada dasarnya telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan 
penerimaan negara melalaui sektor pajak, untuk mendobrak peningkatan 
penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari wajib 
pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya, artinya peningkatan 
penerimaan pajak negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai 
warga negara yang baik (Sari, 2013:7).  
Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, baik 
faktor dari luar wajib pajak maupun faktor dari dalam diri wajib pajak, Theory of 
planend behavior berusaha menjelaskan faktor yang berasal dari dalam diri wajib 
pajak, dimana teori ini mempelajari mengenai perilaku manusia dan adanya niat 
untuk berperilaku yang ditampilkan oleh individu, dengan di tentukan oleh 3 faktor 
penentu yaitu behavioral belief, normative belief, dan control belief, namun dalam 
teori ini masih dapat ditambahkan satu predioktor yaitu kewajiban moral. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka model rerangka dalam penelitian ini di 



















Berdasarkan gambar di atas sikap wajib pajak diartikan bahwa wajib pajak 
akan mendukung atau tidak mendukung kepatuhan pajak ketika wajib pajak 
memilih untuk mendukung kepatuhan pajak maka ia akan berperilaku patuh namun 
sebaliknya ketika wajib pajak memilih untuk tidak mendukung kepatuhan pajak 
maka ia akan berperilaku tidak patuh, norma subjektif diartikan bahwa wajib pajak 
dapat berperilaku patuh ataupun tidak patuh terhadap kepatuhan pajak dikarenakan 
melihat atau mempertimbangkan orang lain yang berada disekitar wajib pajak, 
kontrol perilaku wajib pajak diartikan bahwa seberapa kuat wajib pajak memiliki 
kendali untuk menampilkan kepatuhan pajak, kemudian kewajiban moral diartikan 
bahwa sejauh mana norma individu yang dimiliki wajib pajak mengenai tindakan 
yang bernilai positif dimata masyarakat. 
                                  
Sikap Wajib Pajak (X1) 
 
                              
Norma Subjektif (X2) 
 




Wajib Pajak (X4) 
 
Niat Perilaku 





A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif yang mengunakan angka-angka dan dengan perhitungan statistik. 
Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode untuk menguji teori-teori 
tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel (Noor, 2011:38). Adapun 
pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha 
mendeskripsikan sikap suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang . 
Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana 
adanya pada saat penelitian berlangsung. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah 
untuk mengkaji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan status 
dari subjek yang diteliti (Noor, 2011:34) 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Selatan, yang terletak di jalan Urip Sumaharjo, Km 4 Makassar. 
 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa 
orang, obyek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya 
atau menjadi obyek penelitian (Noor, 2011:147). Populasi dalam penelitian ini 
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adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar dalam lingkungan Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama (KPP) Makassar Selatan. 
2. Sampel 
Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi wakil dari populasi 
tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan metode accindental sampling yaitu metode pengambilan sampel 
berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan 
peneliti dapat digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2011:85). Metode ini dipilih 
untuk memudahkan pelaksanaan riset dengan alasan bahwa jumlah populasi yang 
diteliti tidak diketahui secara pasti sehingga terdapat kebebasan untuk memilih 
sampel yang paling cepat dan murah. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subyek. 
Data subyek merupakan data yang berupa opini, sikap, pengalaman atau 
karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang  menjadi subyek penelitian 
atau responden (Subing dkk,2011). 
2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 
primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi, 






D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini ada dua cara yaitu studi 
kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan 
mengambil data terkait penelitian melalui internet, jurnal-jurnal publikasi, serta 
buku-buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang di 
bahas. Sementara studi lapangan yaitu pengumpulan data dengan menggunakan 
kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 
memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 
hal-hal yang ia ketahui (Noor, 2011:139). Untuk memperoleh data yang lebih 
akurat, kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden, yaitu dengan 
mendatangi tempat responden di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Makassar 
Selatan, kemudian mengumpulkan kuesioner dan di analisis menggunakan SPSS 
21 for windows. 
 
E. Instrument Penelitian 
Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk 
mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Adapun 
instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket 
atau kuisioner. Adapun kuesioner untuk mengukur variabel Sikap wajib pajak, 
Norma Subyektif, Kontrol Perilaku wajib pajak dan Kewajiban moral wajib pajak, 
niat perilaku kepatuhan wajib pajak. Untuk mengukur pendapat responden 
digunakan 5 skala likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat 
setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS).  
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  Dengan perincian sebagai berikut: 
Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
Angka 2 = Tidak Setuju (TS) 
Angka 3 = Ragu-Ragu (R) 
 Angka 4 = Setuju (S) 
Angka 5 = Sangat Setuju (SS). 
 
F. Metode Analisis Data 
Analisis data yang digunakan untuk menyederhanakan data agar lebih 
mudah dinterpretasikan, diolah dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan 
yang ada sesuai pendekatan penelitian. Tujuan analisis data adalah mendapatkan 
informasi yang relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan 
hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Menurut Wirawan (2016: 464) analisis 
data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan menganalisis data 
yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis 
kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan suatu bentuk analisis yang 
diperuntukkan bagi data yang besar yang dikelompokkan ke dalam kategori-
kategori yang berwujud angka-angka. Metode analisis data menggunakan statistik 
deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan 
komputer melalui program IBM SPSS 21 for windows. 
1. Analisis Data Deskriptif 
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 
mengenai variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata 
(mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data 
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penelitian. Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran 
mengenai demografi responden penelitian. Data demografi tersebut antara lain: 
jenis kelamin, latar belakang pendidikan, usia, tingkat pendapatan, jenis wajib 
pajak,tahun terdaftar sebagai wajib pajak ,dan data mengenai deskripsi dari setiap 
pernyataan kuesioner. 
2. Uji Kualitas Data 
a. Uji Validitas Data 
Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur kualitas kuesioner yang 
digunakan sebagai instrumen penelitian sehingga dapat dikatakan instrumen 
tersebut valid. Suatu  kuesioner  dikatakan  valid  jika  pernyataan  pada  kuesioner  
mampu mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur  oleh  kuesioner  tersebut.  
Kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut: 
1. Jika r hitung positif dan r hitung > r tabel maka butir pernyataan tersebut adalah 
valid. 
2. Jika r hitung negatif dan r hitung < r tabel maka butir pernyataan tersebut adalah 
ti dak valid. 
 
b. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 
indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner reliabel atau handal jika 
jawaban terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 
Pengujian reliabilitas yang digunakan adalah one shot  atau pengukuran sekali saja. 
Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan 
pernyataan lain atau mengukur korelasi antara jawaban pernyataan. SPSS 
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memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan ujistatistik. Cronbach 
Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan Cronbach 
Alpha >0.70 atau lebih besar daripada 0.70. 
3. Uji Asumsi Klasik 
Setelah mendapatkan model regresi, maka interpretasi terhadap hasil  yang 
diperoleh tidak bisa langsung dilakukan. Hal ini disebabkan karena model regresi 
harus  diuji  terlebih  dahulu  apakah  sudah  memenuhi  asumsi  klasik. Uji asumsi 
klasik mencakup hal sebagai berikut: 
a. Uji Normalitas  
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 
pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal. Uji normalitas 
mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, kalau asumsi ini 
dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Dalam penelitian ini uji normalitas 
dilakukan dengan cara uji statistik one-simple kolmogorov-smirnov. Dasar 
pengambilan keputusan dari one- simple kolmogorov-smirnov adalah: 
1. Jika hasil one-simple kolmogorov-smirnov di atas tingkat signifikansi 0,05 
menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut memenuhi 
asumsi normalitas. 
2. Jika hasil one-simple kolmogorov-smirnov di bawah tingkat signifikansi 0,05 
tidak menujukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut tidak 
memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2013). 
b. Uji  Multikolinearitas   
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Model regresi berganda yang baik adalah model regresi  yang  variabel-
variabel  bebasnya tidak  memiliki  korelasi  yang  tinggi  atau bebas  dari  
multikolinearitas. Deteksi adanya multikolinearitas dipergunakan nilai VIF (Varian 
Infalaction Factor). 
1. Jika nilai tolerance> 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak 
terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut. 
2. Jika nilai tolerance< 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan 
multikolonieritas pada penelitian tersebut (Ghozali, 2013). 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang 
lain. Jika varian dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka 
disebut homoskedastiditas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk 
mengetahui adanya heteroskedastisidas adalah dengan melihat ada/splas tidaknya 
pola tertentu pada grafik skettter plot dengan ketentuan: 
1. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 
yang teratur maka menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas. 
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah 
angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
d. Uji Autokorelasi 
Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 
pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi keadaan dimana variabel gangguan 
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pada periode sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 
sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Hal ini sering ditemukan pada data time 
series karena gangguan pada individu atau kelompok yang sama pada periode 
berikutnya.  
Cara yang digunakan untuk mendiagnosis adanya autokorelasi adalah dengan 
uji Durbin-Watson (DW test).  
D – W =  Σ (et – et-1) 
  Σet2 
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2013) adalah:  
a. Bila DW terletak antara batas atas (Upper bound / du) dan 4-du, maka tidak ada 
autokorelasi.  
b. Bila DW lebih rendah dari pada batas bawah (Lower bound / dl) maka ada 
autokorelasi positif.  
c. Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl), maka ada autokorelasi negatif.  
d. Bila nilai DW terletak antara (4-du) dan diantara (dl-du) maka hasilnya tidak 
dapat disimpulkan.  
4. Uji Hipotesis 
a. Analisis Regresi Linear Berganda 
Pengujian hipotesis terhadap  pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen  dilakukan  dengan  meggunakan  analisis  regresi  linier 
berganda. Analisis  regresi  digunakan  untuk  memprediksi  pengaruh  lebih  dari  
satu variabel bebas terhadap  satu  variabel  tergantung,  baik  secara  parsial  
maupun simultan. Analisis ini untuk menguji hipotesis 1 sampai 4. 
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Rumus untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen yaitu : 
   Y= α + β1X1 + β2X2 + e  
Keterangan :  
Y   = Niat Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak 
α      =  Konstanta  
X1 =  Sikap wajib pajak 
X2 =  Norma Subyektif 
X3 =  Kontrol Perilaku wajib pajak 
X4 = Kewajiban moral wajib pajak 
β 1-β 2 =  Koefisien regresi berganda 
 e        =  error term 
Uji hipotesis ini dilakukan melalui uji koefisien determinasi dan uji regresi 
secara parsial (t-test): 
1. Analisis Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa 
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 mempunyai interval 
antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Jika nilai R2 bernilai besar (mendeteksi 1) berarti 
variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R2 bernilai kecil berarti 
kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. 
Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:  
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a. Jika Kd mendekati nol (0) berarti pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen tidak kuat, 
b. Jika Kd mendekati satu (1) berarti pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen kuat. 
2. Uji Regresi Secara Simultan 
Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel bebas 
secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Menentukan kriteria uji hipotesis  
dapat diukur dengan syarat: 
a) Membandingkan f hitung dengan  tabel f  
1). Jika f hitung > nilai tabel f maka hipotesis diterima. Artinya variabel 
independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara 
signifikan. 
2). Jika nilai f hitung < nilai tabel f maka hipotesis ditolak, artinya variabel 
independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen 
secara signifikan. 
3. Uji Regresi Secara Parsial 
Uji T digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan 
pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji 
Tadalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap 
variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen 
terhadap variabel dependen secara individu terhadap variabel dependen. Penetapan 
untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak dengan cara membandingkan t 
hitung dengan t tabel 
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a). Jika t hitung > t tabel maka hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh 
signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel 
dependen. 
b). Jika t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak. Artinya tidak ada pengaruh 












HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
1. Sejarah Singkat KPP Pratama Makassar Selatan 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan Merupakan unit 
kerja vertikal yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, 
dan Tenggara yang berlokasi di kompleks Gedung Keuangan Negara I di jalan Urip 
Sumohardjo KM. 4 Makassar. Sebagai salah satu implementasi dan penerapan 
Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang mengubah secara struktural dan 
fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat 
Jendral Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 
tanggal 6 Mei 2008. KPP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil 
penggabungan dari KPP Makassar Selatan, KPP Makassar Utara, Kantor Pelayanan 
PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Makassar. 
Terhitung pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan keputusan Direktur 
Jendral Pajak No. KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, KPP Pratama 
Makassar Selatan efektif beroperasi dan di resmikan oleh Menteri Keuangan pada 
tanggal 9 juni 2008. Salah satu perubahan yang nyata adalah penambahan “ 
Pratama” sehingga berubah dari KPP Makassar Selatan menjadi KPP Pratama 
Makassar Selatan. Dengan perubahan nama tersebut, seluruh fungsi dan seksi di 
KPP mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah 
dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 
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Direktorat Jendral Pajak. Oleh kerana itu, struktur organisasi mengalami perubahan 
menjadi 1 Sub Bagian, 9 Seksi, dan Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak. 
Berbagai prestasi membanggakan pun telah ditorehkan KPP Pratama 
Makassar Selatan, diantaranya: 
1. Juara 2 Lomba Pelyanan Tingkat Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat 
dan Tenggara tahun 2011 
2. Peringkat III Pelayanan Mobil Tax Unit ( MTU ) tingkat Kanwil DJP 
Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. 
3. KPP dengan kinerja pemeriksaan terbaik II. 
4. Juara 1 Teknis Lapangan, Juara II Futsal, dan Juara II Bulutangkis Pekan 
Olahraga Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan tenggara dalam 
ranka hari Keuangan ke-65 
5. Juara Umum Kick Off Nilai-nilai Kementerian Keuangan RI. 
6. Piagam Penghargaan dan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan 
Tenggara atas penerimaan pajak tahun 2011 lebih dari 100 %. 
7. Piagam penghargaan dan Dirjen Pajak atas prestasi dalam 
mempertahankan / meningkatkan kinerja dalam rangka pengamanan 







2. Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Selatan 
Visi Direktorat Jenderal Pajak  
“Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di 
Asia Tenggara.” 
Misi Direktorat Jenderal Pajak  
“Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan 
Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka menbiayai penyelenggaraan 
negara demi kemakmuran rakyat.” 
Visi KPP Pratama Makassar Selatan 
“Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan dalam 
penerimaan, profesional dan dipercaya oleh masyarakat.” 
 Misi KPP Pratama Makassar Selatan 
“Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk 







3. Nilai-Nilai Perusahaan 
1. Integritas: Berfikir, berkata berprilaku dan bertindak dengan baik dan benar 
serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Dapat dilakukan 
dengan bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya serta menjaga martabat dan 
tidak melakukan hal-hal tercela. 
2. Profesionalisme: Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik 
dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Dapat dilakukan 
dengan mempunyai keahlian dan pengetahun yang luas, dan bekerja dengan 
hati. 
3. Sinergi: Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang 
produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, 
untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Dapat dilakukan 
dengan memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati, serta 
menemukan dan melaksanakan solusi terbaik. 
4. Pelayanan: Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku 
kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan 
aman. Dapat dilakukan dengan melayani dengan berorientasi pada kepuasan 
pemangku, serta bersikap proaktif dan cepat. 
5. Kesempurnaan: Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk 
menjadi dan memberikan yang terbaik. Dapat dilakukan dengan perbaikan terus 




4. Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan 
Gambar 4.1 























5. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Makassar Selatan 
Pembagian Seksi dan Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama adalah sebagai berikut: Subbagian Umum, Seksi Pelayanan, Seksi 
Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan dan 
Konsultasi (Ada 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi), Seksi Penagihan, Seksi 
Pemeriksaan, Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, danKelompok 
Jabatan Fungsional Penilai. 
Adapun seksi-seksi pada KPP Pratama MakassarSelatan sebagai berikut: 
1. Seksi Pelayanan  
Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum 
perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan surat 
lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta 
melakukan kerjasama terdepan untuk memberikan pelayanan dan berhubungan 
langsung dengan Wajib Pajak melalui “ Tempat Pelayanan Terpadu” atau biasa 
disingkat TPT.Tugas Pokok dari Seksi Pelayanan adalah : 
Memberikan Pelayanan Kepada Wajib Pajak berupa : 
 Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
 Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 
 Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan  
 Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM, dan PPh 
2. Sub Bagian Umum 
Sesuai dengan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok 
melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan 
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pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan 
pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan 
tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses 
bisnis. 
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 
Mempunyai melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, 
pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman 
dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian 
Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan 
aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan 
kinerja organisasi. 
4. Seksi Pemeriksaan dan Fungsional Pemeriksa Pajak 
Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 
pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran 
Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan 
lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk 
kepala kantor. 
5. Seksi Penagihan  
Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan 
piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan 





6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses 
penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, 
bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak. 
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II s/d IV 
Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, 
serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas 
melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan 
profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak 
dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak. 
8. Seksi Ekstensifikasi 
Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan 
pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan 
dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, 
bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan. 
6. Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Selatan  
KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KPP dari 3 (tiga) KKP di 







Total luas wilayahnya mencapai 52.94 Km2, dengan jumlah penduduk 
sebanyak466.272jiwa atau 95.980 kepala rumah tangga. Dibandingkan dengan 
Kota Makassar, luas wilayah KPP Pratama Makassar Selatan mencakup 30.12 
persen luas wilayah Kota Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KPP Pratama 
Makassar Selatan melingkupi sebanyak 28.67 persen jumlah kelurahan dengan total 
penduduk sebanyak 37.19 persen atau sebesar 32.38 persen kepala keluarga di Kota 
Makassar. 
Dari luas wilayahnya, KPP Pratama Makassar Selatan didominasi wilayah 
Kecamatan Manggala yang mencapai 46 persen, disusul oleh Kec Panakkukang 
sebesar 32 persen, Kec Rappocini 17 persen, dan terakhir Kec Makassar yang hanya 
5 persen. Namun demikian, luas wilayah tidak mencerminkan potensi pajak yang 
salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya. 
B. Statistik Deskriptif 
1. Karakteristik Responden 
Adapun jumlah Kuesioner yang dibagikan sebanyak 80 dengan pembagian 
sebagai berikut: 
Tabel 4.1 




1. Kuesioner yang disebarkan 80 100% 
2. Kuesioner yang tidak kembali 0 0% 
3. Kuesioner yang kembali 80 100% 
4. Kuesioner yang cacat 3 3,75% 
5. Kuesioner yang dapat diolah 77 96,25% 
n sampel = 77 
Responden Rate = (77/80)x100=96,25% 
Sumber: Data Primer diolah 2018 
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Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kuesioner yang disebar 80 butir dan 
kuesionar yang dapat diolah sebanyak 77 butir dengan tingkat pengembalian yang 
diperoleh adalah 96,25% dari total yang disebarkan. Sedangkan 3 kuesioner yang 
cacat atau tidak dapat di olah dengan tingkat yang diperoleh 3,75%. Kuesioner 
sebanyak 3 yang tidak dapat di olah di sebabkan karena dalam mengisi kuesioner 
wajab pajak tidak menjawab seluruh pertanyaan yang ada . 
Terdapat 7 karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian, yaitu 
jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, jenis 
wajib pajak dan tahun terdaftar.  Karakteristik responden tersebut akan dijelaskan 
lebih lanjut pada tabel mengenai data responden sebagai berikut: 
a. Jenis Kelamin 
Jenis kelamin merupakan perbedaan antara responden perempuan dengan 
responden laki-laki secara biologis sejak wajib pajak lahir. Seringkali perbedaan ini 
di kaitkan dengan kesetaraan gender, dimana tidak adanya diskriminasi baik 
terhadap responden laki-laki maupun responden perempuan, sehingga setiap 
responden memiliki akses kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan 
serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut. Berikut 
karasteristik responden di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan 
berdasarkan jenis kelamin. 
Tabel 4.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No.  Jenis Kelamin Jumlah Persentase 
1. Laki-laki 36 46,76% 
2. Perempuan 41 53,24% 
Jumlah 77 100% 
Sumber: Data Primer diolah 2018 
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Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang paling banyak adalah 
responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 41 orang atau sebesar 
53,24%, sedangkan sisanya yakni 36 orang atau sebesar 46,76% merupakan 
responden laki-laki. Hal ini juga menunjukkan bahwa wajib pajak di KPP Pratama 
Makassar Selatan di dominasi oleh wajib pajak perempuan. Banyaknya responden 
perempuan di bandingkan responden laki-laki menunjukkan bahwa perempuan 
memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki, perbedaan jenis kelamin kini 
hanya dipandang sebagai perbedaan secara biologis akan tetapi lebih mengacu pada 
persamaan secara sosial baik dari perilaku, dalam hal menuntut hak dan 
kewajibannya. 
b. Usia 
Usia adalah satuan waktu yang mengukur tingkat kedewasaan responden 
yang di ukur sejak lahir hingga masa sekarang. Sementara responden dikatakan 
dalam kondisi produktif berada antara usia 15-64 tahun, usia non produktif berada 
pada usia diatas 64 tahun, dan usia belum produktif berada pada usia dibawah 15 
tahun. Berikut karasteristik responden di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar selatan berdasarkan usia. 
Tabel 4.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
No.  Usia Jumlah Persentase 
1 <29 Tahun 24 31,15% 
2 30-39 Tahun 27 35,07% 
3 40-49 Tahun 19 24,68% 
4 >50 tahun 7 9,10% 
Jumlah 77 100% 




Tabel 4.3 menunjukkan bahwa usia responden di KPP Pratama Makassar 
Selatan didominasi usia antara 30-39 tahun yaitu sebanyak 27 responden atau 
sebesar 35,07%, usia kurang dari 29 tahun sebanyak 24 responden atau sebesar 
31,15%, usia 40-49 tahun sebanyak19 responden atau sebanyak 24,68%, dan usia 
lebih dari 50 tahun sebanyak 7 responden atau sebanyak 9,10%. Hal ini berarti 
bahwa usia tidak menjadi halangan seseorang untuk tidak melaksanakan 
kewajibannya, semakin tua usia seseorang maka pengalaman yang akan didapatkan 
semakin banyak. 
c. Tingkat Pendidikan 
Tingkat pendidikan merupakan tahapan pendidikan berkelanjutan yang 
sudah ditetapkan oleh lembaga terkait berdasarkan kepada tingkat perkembangan, 
tingkat kesulitan bahan pengajar, dan cara penyajian bahan pengajaran. Indonesia 
memiliki tingkat pendidikan sekolah seperti pendidikan dasar (SD), pendidikan 
menengah (SMA/SMK dan D3), dan pendidikan tinggi (S1, S2 dan S3). Berikut 
karasteristik wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan 
berdasarkan tingkat pendidikan 
Tabel 4. 4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No.  Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 
1. Pendidikan Dasar - - 
1. Pendidikan menengah 29 37,66% 
2. Pendidikan tinggi 48 62,34% 
Jumlah 77 100% 
Sumber: Data Primer diolah 2018 
 
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden di KPP Pratama Makassar Selatan 
didominasi oleh tingkat pendidikan tinggi sebanyak 40 orang responden atau 
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sebesar 51,94%, responden dengan tingkat pendidikan menengah sebanyak 14 
orang responden atau sebesar 19,48%. Hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan 
tidak menentukan bahwa wajib pajak dengan pendidikan yang tinggi akan lebih 
patuh membayar pajak dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki tingkat 
pendidikan rendah. 
d. Jenis Pekerjaan 
Pekerjaan merupakan aktivitas utama yang dilakukan oleh responden untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya, baik pekerjaan yang dilakukan secara individu 
ataupun organisisi, tertutup ataupun terbuka kemudian dari pekerjaan tersebut dapat 
menghasilkan suatu produk atau jasa sehingga mendapatkan uang dan dijadikan 
sebagai mata pencarian. Berikut karasteristik responden di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Makassar selatan berdasarkan jenis pekerjaan. 
Tabel 4.5 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 
No.  Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase 
1. PNS 34 44,15% 
2. Swasta 12 15,58% 
3. Wirausaha 20 25,98% 
4. Lainnya 11 14,29% 
Jumlah 77 100% 
Sumber: Data Primer diolah 2018 
 
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa jenis pekerjaan responden di KPP Pratama 
Makassar Selatan didominasi Pegawai Negeri Sipil sebanyak 34 responden atau 
sebesar 44,15%, wirausaha berada pada tingkat kedua yaitu sebanyak 20 responden 
atau sebesar 25,98%, pegawai swasta sebanyak 12 responden atau sebesar 15,58%, 
dan responden yang memiliki pekerjaan selain PNS, swasta dan wirausaha 
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sebanyak 11 responden atau sebesar 14,29%. Hal ini berarti bahwa apaupun 
pekerjaan responden tidak menjadi halangan wajib pajak untuk tidak melaksanakan 
kewajibannya. 
e. Tingkat Pendapatan 
Pendapatan merupakan suatu hasil yang didapatkan oleh responden setelah 
melakukan pekerjaan walaupun hasil yang dicapainya masih rendah ataupun sudah 
cukup tinggi yang nantinya yang akan digunakan untuk mencukupi suatu kebutuhan 
maupun mengkomsumsi suatu barang atau jasa. Dalam penelitian ini tingkat 
pendapatan dibagi menjadi dua yaitu dibawah Upah Minimun Regional (UMR) dan 
diatas UMR. Berikut karasteristik responden di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar selatan berdasarkan tingkat pendapatan. 
Tabel 4.6 
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan 
No.  Tingkat Pendapatan Jumlah Persentase 
1. Dibawah UMR 11 14,28% 
2. Diatas UMR 66 85,71% 
Jumlah 77 100% 
Sumber: Data Primer diolah 2018 
 
Tabel 4.6 menunjukkan bahwa tingkat pendapatan didominasi oleh 
responden yang memiliki tingkat pendapatan diatas UMR yaitu sebanyak 66 
responden atau sebesar 85,71%, sementara responden yang memiliki tingkat 
pendapatan dibawah UMR hanya sebanyak 11 responden atau sebesar 14,28. hal 
ini berarti bahwa responden di KPP Pratama Makassar Selatan memiliki tingkat 
pendapatan yang cukup tinggi sehingga seharusnya responden akan lebih patuh 




f. Jenis Wajib Pajak 
Wajib pajak merupakan individu atau suatu badan usaha yang merupakan 
subjek pajak yang menurut peraturan perundang-undangan dalam hal perpajakan 
ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk di dalamnya 
pemotong pajak atau pemungut pajak tertentu. Wajib pajak terdiri dari dua yaitu 
wajib pajak orang pribadi dan badan. Wajib pajak orang pribadi merupakan wajib 
pajak yang memiliki penghasilan dari usaha ataupun pekerjaan, sementara wajib 
pajak badan ini dibayarkan oleh Badan usaha milik pemerintah seperti BUMN, 
BUMD, ataupu Badan usaha milik swasta. Berikut karasteristik responden di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan berdasarkan jenis wajib pajak. 
Tabel 4.7 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak 
No.  Jenis Wajib Pajak Jumlah Persentase 
1. Orang Pribadi 42 54,55% 
2. Badan 35 45,45% 
Jumlah 77 100% 
Sumber: Data Primer diolah 2018 
 
Tabel 4.7 menunjukkan bahwa responden di KPP Pratama Makassar Selatan 
didominasi oleh wajib pajak orang pribadi sebanyak 42 orang responden atau 
sebesar 54,55%, responden dengan wajib pajak badan sebanyak 35 orang responden 
atau sebesar 45,45%. Hal ini berarti bahwa responden di KPP Pratama Makassar 
Selatan lebih banyak wajib orang pribadi dibandingkan wajib pajak badan. 
g. Tahun Terdaftar 
Tahun terdaftar ini merupaka tahun dimana setiap responden yang telah 
memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat 
Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tempat tinggal atau tempat 
kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Berikut karasteristik responden di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
selatan berdasarkan tahun terdaftar. 
Tabel 4.8 
Karakteristik Responden Berdasarkan Tahun Terdaftar 
No.  Tahun Terdaftar Jumlah Persentase 
1. 2010-2012 18 23,37% 
2. 2013-2015 37 48,05% 
3. 2016-2017 22 28,58% 
Jumlah 77 100% 
Sumber: Data Primer diolah 2018 
 
Tabel 4.8 menunjukkan bahwa responden di KPP Pratama Makassar Selatan 
didominasi responden yang terdaftar tahun 2013-2015 sebanyak 32 orang 
responden atau sebesar 48,05%, sementara responden yang terdaftar tahun 2010-
2012 sebanyak 18 orang responden atau sebesar 23,37%, sedangkan responden 
yang terdaftar pada tahun 2016-2017 sebanyak 22 orang responden atau sebesar 
28,58%. Hal ini berarti bahwa responden terbanyak yang terdaftar sebagai wajib 
pajak terjadi pada tahun 2013-2015. 
2. Analisis Deskriptif Variabel 








 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Sikap wajib pajak 77 10,00 30,00 23,9351 3,10067 
Norma subjektif 77 7,00 20,00 14,8571 2,90514 
Kontrol perilaku wajib 
pajak 
77 8,00 19,00 15,0649 2,84391 
Kewajiban moral wajib 
pajak 
77 7,00 20,00 15,5325 2,22772 
Niat perilaku kepatuhan 
pajak 
77 6,00 15,00 12,4156 1,96917 
Valid N (listwise) 77     
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
 
Tabel 4.9 menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel 
penelitian. Berdasarkan tabel 4.7 hasil analisis dengan menggunakan statistik 
deskriptif terhadap sikap wajib pajak menunjukan nilai minimum sebesar 10, nilai 
maksimum sebesar 30, mean (rata-rata) sebesar 23,93, dengan standar deviasi 3,10. 
Selanjutnya hasil analisis menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel  norma 
subjektif menunjukkan nilai minimum sebesar 7, nilai maksimum sebesar 20, mean 
(rata-rata) sebesar 14,85 dengan standar deviasi 2,90. Selanjutnya hasil analisis 
menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel kontrol perilaku wajib pajak 
menunjukkan nilai minimum sebesar 8, nilai maksimum sebesar 19, mean (rata-
rata) sebesar 15,06 dengan standar deviasi 2,84. Selanjutnya hasil analisis 
menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel kewajiban moral wajib pajak 
menunjukkan nilai minimum sebesar 7, nilai maksimum sebesar 20, mean (rata-
rata) sebesar 15,53 dengan standar deviasi 2,22. Variabel niat perilaku kepatuhan 
pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 6, nilai maksimum sebesar 15, mean 
(rata-rata) 12,41, dengan standar deviasi 1,96. 
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Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan nilai rata-rata tertinggi berada 
pada variabel sikap wajib pajak yakni 23,93, sedangkan yang terendah berada pada 
variabel niat perilaku kepatuhan pajak yakni 12,41. Untuk standar deviasi tertinggi 
berada pada variabel sikap wajib pajak yaitu 3,10 dan yang terendah berada pada 
variabel niat perilaku kepatuhan pajak yaitu 1,96.  
a. Analisis Deskriptif Variabel Sikap Wajib Pajak 
Analisis deskriptif terhadap variabel sikap wajib pajak terdiri dari 6 item 
pernyataan. Hasil responden mengenai sikap wajib pajak akan dijabarkan melalui 
tabel berikut: 
Tabel 4.10 
Deskripsi Item Pertanyaan Variabel Sikap Wajib Pajak 
Item Pertanyaan  
Frekuensi dan Presentase 
Skor Mean 




















































































Rata-rata Keseluruhan 3,98 
 Sumber: Data Primer diolah 2018 
 69 
 
Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 77 responden yang diteliti, secara 
umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada sikap wajib pajak 
(X1) berada pada nilai rata- rata keseluruhan 3,98, hal ini berarti bahwa variabel 
sikap wajib pajak rata-rata menjawab “setuju” dengan nilai tertinggi berada pada 
nilai frekuensi 46 atau sebesar 59,7% yang berada pada item peryataan ke empat ( 
X1.4) yaitu “bagi saya sistem perpajakan saat ini sudah sangat baik” artinya bahwa 
reformasi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
dengan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak telah 
berjalan dengan baik. Pada variabel sikap wajib pajak berada pada skor tertinggi 
sebesar 342 yang berada pada item penyataan kedua yaitu “taat hukum merupakan 
hal yang sangat baik”. Sementara indeks tertinggi sebesar 4,44  juga berada pada 
item pernyataan kedua. Hal ini berarti bahwa respoden memberikan persepsi yang 
cukup baik mengenai perpajakan. 
a. Analisis Deskriptif Variabel Norma Subjektif 
Analisis deskriptif terhadap variabel norma subjektif terdiri dari 4 item 











Deskripsi Item Pertanyaan Variabel Norma Subjektif 
Item Pertanyaan  
Frekuensi dan Presentase 
Skor Mean 





























































Rata-rata Keseluruhan 3,70 
  Sumber: Data Primer diolah 2018 
Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 77 responden yang diteliti, secara 
umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel norma 
subjektif (X2) berada pada nilai rata-rata keseluruhan 3,70. Hal ini berarti bahwa 
pada variabel norma subjektif  responden rata-rata menjawab “setuju” dengan nilai 
tertinggi berada pada nilai frekuensi 55 atau sebesar 71,4% yang berada pada item 
pernyataan ke empat (X2.4) yaitu “keluarga saya selalu memberikan saran untuk 
melaksanakan kepatuhan pajak” artinya bahwa keluarga memiliki peran penting 
dalam memotivasi seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada 
variabel norma subjektif  skor tertinggi berada pada item pernyataan ke empat yaitu 
“keluarga saya selalu memberikan saran untuk melaksanakan kepatuhan 
pajak”dengan nilai sebesar 298 sedangkan indeks rata-rata tertinggi berada pada 
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item pernyataan ke empat yaitu “keluarga saya selalu memberikan saran untuk 
melaksanakan kepatuhan pajak” dengan nilai sebesar 3,87. Hal ini berarti bahwa 
responden memberikan persepsi yang cukup baik mengenai item pernyataan yang 
di ajukan. 
b. Analisis Deskriptif Variabel Kontrol Perilaku Wajib Pajak 
Analisis deskriptif terhadap variabel kontrol perilaku wajib pajak terdiri dari 
4 item pernyataan. Hasil responden mengenai kontrol perilaku wajib pajak akan 
dijabarkan melalui tabel berikut: 
Tabel 4.12 
Deskripsi Item Pertanyaan Variabel Kontrol Perilaku Wajib Pajak 
Item Pertanyaan  
Frekuensi dan Presentase 
Skor Mean 































































Rata-rata Keseluruhan 3,75 
Sumber: Data Primer diolah 2018 
Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa dari 77 responden yang diteliti, secara 
umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel kontrol 
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perilaku wajib pajak (X3) berada pada nilai rata-rata keseluruhan 3,75. Hal ini 
berarti bahwa pada variabel kontrol perilaku wajib pajak responden rata-rata 
menjawab “setuju” dengan nilai tertinggi berada pada nilai frekuensi 48 atau 
sebesar 62,3% yang berada pada item pernyataan ke dua (X3.2) yaitu “bagi saya, 
sistem pajak online memudahkan dalam melaksanakan administrasi perpajakan” 
artinya bahwa ketika wajib pajak memihak atau menerima adanya sistem pajak 
online maka kontrol perilaku wajib pajak semakin besar niat individu untuk 
melaksanakan kepatuhan pajak. Pada variabel kontrol perilaku wajib pajak skor 
tertinggi berada pada item pernyataan ke pertama yaitu “Pelaporan pihak ketiga 
menjadi penyebab pe-ningkatan kepatuhan per-pajakan saya” dengan nilai sebesar 
318 sedangkan indeks rata-rata tertinggi berada pada item pernyataan ke pertama 
yaitu “Pelaporan pihak ketiga menjadi penyebab pe-ningkatan kepatuhan per-
pajakan saya” dengan nilai sebesar 4,12. Hal ini berarti bahwa responden 
memberikan persepsi yang cukup baik mengenai item pernyataan yang di ajukan. 
c. Analisis Deskriptif Variabel Kewajiban Moral Wajib Pajak 
Analisis deskriptif terhadap variabel kewajiban moral wajib pajak terdiri 
dari 4 item pernyataan. Hasil responden mengenai kewajiban moral wajib pajak 









Deskripsi Item Pertanyaan Variabel Kewajiban Moral Wajib Pajak 
Item Pertanyaan  
Frekuensi dan Presentase 
Skor Mean 
























































Rata-rata Keseluruhan 3,87 
Sumber: Data Primer diolah 2018 
Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa dari 77 responden yang diteliti, secara 
umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel kewajiban 
moral wajib pajak (X4) berada pada nilai rata-rata keseluruhan 3,87. Hal ini berarti 
bahwa pada variabel kewajiban moral wajib pajak responden rata-rata menjawab 
“setuju” dengan nilai tertinggi berada pada nilai frekuensi 54 atau sebesar 70,1% 
yang berada pada item pernyataan ke empat (X4.4) yaitu “saya memenuhi 
kewajiban perpajakan sesuai dengan prosedur pajak” artinya moral wajib di KPP 
Pratama Makassar Selatan cukup baik dengan dilihatnya responden rata-rata 
menjawab telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan prosedur 
pajak. Pada variabel kewajiban moral wajib pajak skor tertinggi berada pada item 
pernyataan ke empat yaitu “saya memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan 
prosedur pajak” dengan nilai sebesar 307 sedangkan indeks rata-rata tertinggi 
berada pada item pernyataan ke empat yaitu “saya memenuhi kewajiban perpajakan 
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sesuai dengan prosedur pajak” dengan nilai sebesar 3,98. Hal ini berarti bahwa 
responden memberikan persepsi yang cukup baik mengenai item pernyataan yang 
di ajukan. 
d. Analisis Deskriptif Variabel Niat Perilaku Kepatuhan Pajak 
Analisis deskriptif terhadap variabel niat perilaku kepatuhan pajak terdiri 
dari 3 item pernyataan. Hasil responden mengenai niat perilaku kepatuhan pajak 
akan dijabarkan melalui tabel berikut: 
Tabel 4.14 
Deskripsi Item Pertanyaan Variabel Niat Perilaku Kepatuhan Pajak 
Item Pertanyaan  
Frekuensi dan Presentase 
Skor Mean 










































Rata-rata Keseluruhan 4,13 
Sumber: Data Primer diolah 2018 
Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa dari 77 responden yang diteliti, secara 
umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel niat 
perilaku kepatuhan pajak (X4) berada pada nilai rata-rata keseluruhan 4,13. Hal ini 
berarti bahwa pada variabel niat perilaku kepatuhan pajak responden rata-rata 
menjawab “setuju” dengan nilai tertinggi berada pada nilai frekuensi 45 atau 
sebesar 58,4% yang berada pada item pernyataan kedua dan ketiga yaitu “saya 
berniat melakukan pembayaran pajak terhutang dengan tepat waktu dan saya 
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berniat melaporkan pajak dengan tepat waktu, artinya bahwa wajib pajak memiliki 
niat yang baik dalam hal melakukan pembayaran ataupun melaporkan pajaknya. 
Pada variabel niat perilaku kepatuhan pajak skor tertinggi berada pada item 
pernyataan ketiga dengan nilai sebesar 324 sedangkan indeks rata-rata tertinggi 
berada pada item pernyataan ke tiga dengan nilai sebesar 4,20. Hal ini berarti bahwa 
responden memberikan persepsi yang cukup baik mengenai item pernyataan yang 
di ajukan. 
C. Hasil Uji Kualitas Data 
Tujuan dari uji kualitas instrumen adalah untuk mengetahui konsistensi dan 
akurasi data yang dikumpulkan. Uji kualitas instrumen yang dihasilkan dari 
penggunaan instrumen penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan uji 
validitas dan uji reliabilitas. 
1. Uji Validitas 
Uji validitas adalah prosedur untuk memastikan valid atau tidaknya 
kuesioner yang akan digunakan untuk mengukur variabel penelitian valid atau 
tidak. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 
untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk 
mengetahui item pernyataan itu valid dengan melihat nilai Corrected Item Total 
Corelation. Apabila item pernyataan mempunyai r hitung > dari tabel r maka dapat 
dikatakan valid. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 77 responden dan 
besarnya df dapat dihitung 77–2 = 75 dengan df = 75 dan alpha = 0,05 didapat tabel 
r = 0,224. Jadi, item pernyataan yang valid mempunyai r hitung lebih besar dari 
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0,224.  Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 
4.14 berikut: 
Tabel 4.15 
Hasil Uji Validitas 






X1.2 0,682 Valid 
X1.3 0,653 Valid 
X1.4 0,691 Valid 
X1.5 0,732 Valid 





X2.2 0,740 Valid 
X2.3 0,867 Valid 






X3.2 0,706 Valid 
X3.3 0,906 Valid 







X4.2 0,848 Valid 
X4.3 0,719 Valid 






Y2 0,970 Valid 
Y3 0,904 Valid 
Sumber: Data Primer diolah 2018 
Tabel 4.15 memperlihatkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai 
koefisien korelasi positif dan lebih besar daripada tabel r. Hal ini berarti bahwa 
item-item pernyataan kuesioner yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan 





2. Uji Realibilitas 
Uji realibilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 
indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal 
jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu 
ke waktu. Uji realibilitas data dilakukan dengan menggunakan metode Alpha 
Cronbach yakni suatu instrumen dikatakan reliabel bila memiliki koefisien 
keandalan realibilitas 0,70 atau lebih. Hasil pengujian realibilitas data dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
Tabel 4.16 
Hasil Uji Reliabilitas 
No Variabel Cronbach' Alpha Keterangan 
1 Sikap Wajib Pajak 0,773 Reliabel 
2 Norma Subjektif 0,816 Reliabel 
3 Kontrol Perilaku Wajib Pajak 0,832 Reliabel 
4 Kewajiban Moral Wajib Pajak 0,738 Reliabel 
5 
Niat Perilaku Kepatuhan 
Pajak 
0,935 Reliabel 
Sumber: Data Primer diolah 2018 
Tabel 4.16 menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha dari semua variabel lebih 
besar dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument kuesioner yang 
digunakan untuk menjelaskan variabel sikap wajib pajak,norma subjektif,kontrol 
perilaku wajib pajak, kewajiban moral wajib pajak dan niat perilaku kepatuhan 
pajak yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel. 
D. Hasil Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik harus lebih dulu dilakukan sebelum uji regresi berganda, 
hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah asumsi-asumsi yang diperlukan adalah 
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uji hipotesis sudah terpenuhi. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah 
uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel yang 
digunakan untuk menguji hipotesis sudah terdistribusi normal atau tidak. Dalam 
penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan dua cara yaitu kolmogorov smirnov 
dan normal probability plot. Uji kolmogorov smirnov lebih sering digunakan karena 
menghasilkan angka-angka yang lebih detail, dan hasil tersebut lebih dapat 
dipercaya. Suatu persamaan regresi dikatakan normal apabila nilai probabilitas 
Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05. Hasil uji kolmogorov smirnov dapat 











Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Dari tabel 4.17 dapat dilihat signifikansi nilai Kolmogorov-smirnov yang 
ditunjukkan dengan asymp sig (2 tailed) berada diatas 0,05 atau 5% yaitu sebesar 
Tabel 4.17 














Kolmogorov-Smirnov Z ,772 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,590 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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0,590. Hal tersebut menunjukkan bahwa data atau variabel-variabel dalam 
penelitian ini terdistribusi normal.  
2. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan korelasi atau hubungan antara variabel bebas (independen). Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi atau hubungan di antara 
variabel independen. Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari Tolerance 
Value atau Variance Inflation Factor (VIF), sebagai berikut: 
a. Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 
terjadi gejala multikoliniearitas. 




Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.18 diatas, nilai tolerance yang 
menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,10. Di mana variabel sikap wajib pajak 
senilai 0,562, norma subjektif senilai 0,531, kontrol perilaku wajib pajak senilai 
Tabel 4.18 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
 
Sikap Wajib Pajak ,562 1,779 
Norma Subjektif ,531 1,885 
Kontrol Perilaku Wajib Pajak ,957 1,045 
Kewajiban Moral Wajib Pajak ,705 1,419 
a. Dependent Variable: Niat Perilaku Kepatuhan Pajak 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
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0,957 dan kewajiban moral wajib pajak senilai 0,705. Adapun nilai VIF untuk 
semua variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 10. Untuk variabel sikap wajib 
pajak senilai 1,779, norma subjektif senilai 1,885, kontrol perilaku wajib pajak 
senilai 1,045 dan kewajiban moral wajib pajak senilai 1,419. Hal ini menunjukkan 
bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen karena 
semua nilai tolerance variabel lebih besar dari 0,10 dan semua nilai VIF variabel 
lebih kecil dari 10. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan yang lain. Untuk 
mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan 
Scatter Plot. Apabila tidak terdapat pola yang teratur, maka model regresi tersebut 
bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan 
metode Scatter Plot diperoleh sebagai berikut: 
Gambar 4.2 
Hasil Heteroskedastisitas-Grafik Scatterplot 
 




Hasil uji heteroskedastisitas dari gambar 4.2 menunjukkan bahwa grafik 
scatterplot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, dimana 
titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 
pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada 
model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi niat 
perilaku kepatuhan pajak berdasarkan sikap wajib pajak, norma subjektif, kontrol 
perilaku wajib pajak,dan kewajiban moral wajib pajak.. 
4. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 
atau korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
penganggu pada periode t-t (sebelumnya). Dalam pengujian ini, peneliti 
menggunakan uji Durbin-Watson yang dilihat dalam tabel model summary berikut 
ini yang disajikan pada tabel 4.19. 
Tabel 4.19 
Hasil Uji Autokorelasi 
Mode
l 
R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 ,727a ,528 ,502 1,39022 1,834 
a. Predictors: (Constant), Kewajiban moral wajib pajak, Kontrol perilaku wajib 
pajak, Sikap wajib pajak, Norma subjektif 
b. Dependent Variable: Niat perilaku kepatuhan pajak 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
 
Berdasarkan uji yang telah dilakukan maka didapat nilai uji Durbin–Watson 
sebesar 1,834. Kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan dl dan du. Nilai dl 
merupakan nilai durbin-watson statictics lower, sedangkan du merupakan nilai 
durbin-watson statictcs upper. Nilai dl dan du dapa dilihat dari tabel durbin-watson 
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dengan a=5%, n=jumlah data, K= jumlah variabel independen. Maka ditemukan 
nilai dl=1,522 dan nilai du=1,740, K=4 dan n=77. 
Dengan demikian setelah diperhitungkan dan dibandingkan dengan tabel 
Durbin-Watson, bahwa nilai Durbin-Watson pada tabel 4.18 adalah sebesar 1,834 
berada diantara dl dan 4-du, yakni 1,522<1,834<2,260. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi dalam penelitian ini. 
E. Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan 
Tehnik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1,H2,H3,dan H4 
menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen 
(sikap wajib pajak,norma subjektif,kontrol perilaku wajib pajak,dan kewajiban 
moral) terhadap variabel dependen (niat perilaku kepatuhan pajak). Uji hipotesis ini 
dibantu dengan menggunakan program SPSS 21. 
1. Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H1, H2, H3 dan H4 
Pengujian hipotesis H1, H2, H3,dan H4 dilakukan dengan analisis regresi 
berganda untuk menguji pengaruh sikap wajib pajak, norma subjektif,kontrol 
perilaku wajib pajak dan kewajiban moral wajib pajak terhadap niat perilaku 
kepatuhan pajak. Hasil pengujian tersebut ditampilkan sebagai berikut: 
Tabel 4.20 
Hasil Koefisien Determinasi R2 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1 
,727a ,528 ,502 1,39022 
a. Predictors: (Constant), kewajiban moral wajib pajak,kontrol perilaku wajib 
pajak,sikap wajib pajak,norma subjektif 
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Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.20 menunjukkan nilai adjusted 
r square dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
kemampuan variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variabel terikat 
(dependen) atau seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen. Dari tabel 4.20 di atas nilai adjusted square sebesar 0,502. Hal ini 
menunjukkan bahwa 50,2% niat perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi variabel 
sikap wajib pajak,norma subjektif, kontrol perilaku wajib pajak, dan kewajiban 
moral wajib pajak. Sisanya sebesar 49,8 % dipengaruhi oleh variabel lain yang 
belum diteliti dalam penelitian ini. 
Tabel 4.21 
Hasil Uji f-Uji Simultan 






Regression 155,545 4 38,886 20,120 ,000b 
Residual 139,156 72 1,933   
Total 294,701 76    
a. Dependent Variable: Niat Perilaku Kepatuhan Pajak 
b. Predictors: (Constant), Kewajiban moral wajib pajak, Kontrol perilaku wajib 
pajak, Sikap wajib pajak, Norma subjektif 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Berdasarkan tabel 4.21 di atas dapat dilihat bahwa dalam pengujian regresi 
berganda menunjukkan hasil f hitung sebesar 20,120 dengan tingkat signifikansi 
0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dimana nilai f hitung 20,120 lebih besar dari nilai 
tabel f sebesar 2,50 (df1=5-1=4 dan df2=77-5=72). Berarti variabel sikap wajib 
pajak, norma subjektif, kontrol perilaku wajib pajak, dan kewajiban moral wajib 











B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,061 1,722  ,035 ,972 
Sikap wajib pajak ,177 ,069 ,279 2,588 ,012 
Norma subjektif ,236 ,075 ,348 3,133 ,003 
Kontrol perilaku 
wajib pajak 
,097 ,057 ,140 1,696 ,094 
Kewajiban moral 
wajib pajak 
,202 ,085 ,228 2,366 ,021 
a. Dependent Variable: Niat Perilaku Kepatuhan Pajak 
Sumber: Output SPSS 21 (2018) 
Berdasarkan tabel 4.22 di atas dapat dianalisis model estimasi sebagai 
berikut 
Y = 0,061 + 0,177 X1 + 0,236 X2 + 0,097 X3 + 0,202 X4 + e 
Keterangan : 
Y   = Niat Perilaku Kepatuhan Pajak 
X1  = Sikap Wajib Pajak 
X2  = Norma Subjektif 
X3  = Kontrol Perilaku Wajib Pajak 
X4  = Kewajiban Moral Wajib Pajak 
a   = Konstanta  
β1, β2, β3 = Koefisien regresi 
e   = Standar error 
Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa: 
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a. Pada model regresi ini nilai konstanta sebesar 0,061 menunjukkan bahwa 
variabel independen (sikap wajib pajak, norma subjektif, kontrol perilaku 
wajib pajak dan kewajiban moral wajib pajak) di asumsikan sama dengan 
nol maka niat perilaku kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 0,061. 
b. Nilai koefisien regresi variabel sikap wajib pajak (X1) sebesar 0,177. Pada 
penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel sikap wajib pajak (X1) 
mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka niat perilaku kepatuhan 
pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,177. 
c. Nilai koefisien regresi variabel norma subjektif (X2) sebesar 0,236. Pada 
penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel norma subjektif (X2) 
mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka niat perilaku kepatuhan 
pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,236. 
d. Nilai koefisien regresi variabel kontrol perilaku wajib pajak (X3) sebesar 
0,097. Pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel kontrol 
perilaku wajib pajak (X3) mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka 
niat perilaku kepatuhan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0, 097. 
e. Nilai koefisien regresi variabel kewajiban moral wajib pajak (X4) sebesar 
0,202. Pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel kewajiban 
moral wajib pajak (X4) mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka 
niat perilaku kepatuhan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0, 202. 
Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H1,H2,H3 dan H4) yang diajukan 
dapat dilihat sebagai berikut: 
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a. Sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku 
kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Berdasarkan tabel 4.22 dapat dilihat bahwa variabel sikap wajib pajak 
memiliki t hitung sebesar 2,588> tabel t sebesar 1,993 maka H1 diterima. Hal ini 
berarti sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap niat perilaku kepatuhan 
pajak. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan sikap wajib pajak 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku kepatuhan pajak terbukti 
atau dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sikap wajib pajak 
maka niat untuk memunculkan perilaku kepatuhan pajak juga akan meningkat. 
b. Norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku 
kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan 
Berdasarkan tabel 4.22 dapat dilihat bahwa variabel norma subjektif 
memiliki t hitung sebesar 3,133> tabel t sebesar 1,993 maka H2 diterima. Hal ini 
berarti norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat perilaku kepatuhan pajak. 
Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan norma subjektif berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap niat perilaku kepatuhan pajak terbukti atau dapat 
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi norma subjektif maka niat 
untuk memunculkan perilaku kepatuhan pajak juga akan meningkat. 
c. Kontrol perilaku wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
niat perilaku kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar Selatan 
Berdasarkan tabel 4.22 dapat dilihat bahwa variabel kontrol perilaku wajib 
pajak memiliki t hitung sebesar 1,696< tabel t sebesar 1,993 maka H3 ditolak. Hal 
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ini berarti kontrol perilaku wajib pajak tidak berpengaruh terhadap niat perilaku 
kepatuhan pajak. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan kontrol 
perilaku wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku 
kepatuhan pajak tidak terbukti atau ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol 
perilaku dari wajib pajak tidak mempengaruhi niat wajib pajak berperilaku patuh. 
d. Kewajiban moral wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
niat perilaku kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar Selatan 
Berdasarkan tabel 4.22 dapat dilihat bahwa variabel kewajiban moral wajib 
pajak memiliki t hitung sebesar 2,366> tabel t sebesar 1,993  maka H4 diterima. Hal 
ini berarti kewajiban moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap niat perilaku 
kepatuhan pajak. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan kewajiban 
moral wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku 
kepatuhan pajak terbukti atau dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 
tinggi kewajiban moral wajib pajak maka niat untuk memunculkan perilaku 
kepatuhan pajak juga akan meningkat. 
Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Pengaruh sikap wajib pajak terhadap niat perilaku kepatuhan pajak pada 
KPP Pratama Makassar Selatan 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sikap wajib pajak 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku kepatuhan pajak, hal ini 
berarti bahwa semakin tinggi sikap wajib pajak maka niat untuk memunculkan 
perilaku kepatuhan pajak akan semakin meningkat, dengan demikian hipotesis 
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pertama diterima. Penelitian ini menggambarkan bahwa sikap wajib pajak dapat 
mempengaruhi niat perilaku kepatuhan pajak, artinya bahwa sikap wajib pajak di 
KPP Pratama Makassar Selatan mendukung kepatuhan pajak sehingga wajib pajak 
memiliki niat untuk berperilaku patuh dalam menjalankan kewajiban 
perpajakannya.  
Hasil penelitian ini mendukung theory of planned behavior dimana di 
jelaskan bahwa penentu terpenting perilaku seseorang adalah intensi untuk 
berperilaku. Serta penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan Alvin 
(2014) yang menyatakan bahwa sikap dari staff pajak berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan pajak dari wajib pajak badan. Hal ini berarti bahwa semakin positif sikap 
staff pajak terhadap kepatuhan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan 
pajaknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Handayono (2014) yang 
menyatakan bahwa sikap terhadap kepatuhan pajak berpengaruh terhadap niat 
wajib pajak orang pribadi berperilaku untuk patuh, hal ini dapat dsimpulkan bahwa 
wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari memiliki keyakinan 
positif untuk membangun niat berperilaku patuh pajak. Rasulullah bersabda: 
“Dari Ibn Mas’ud r.a., dari Nabi SAW ia bersabda, “sesungguhnya 
kejujuran membawa pada kebajikan dan kebajikan membawa pada surga dan 
sesungguhnya seseorang benar-benar jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai 
orang yang jujur. Sesungguhnya kebohongan membawa kepada keburukan dan 
keburukan itu membawa pada neraka dan sesungguhnya seseorang benar-benar 
dusta sehingga dicatat oleh Allah sebagai pendusta.” (HR. Bukhari dan Muslim). 
 
Hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang selalu berbuat jujur, niscaya 
hidupnya selalu diliputi dengan sikap dan perilaku yang baik karena ia tidak menipu 
dirinya ataupun orang lain (Idri, 2015:11). Artinya, jika seseorang mempersepsikan 
bahwa hasil dari menampilkan suatu perilaku tersebut positif maka ia akan memiliki 
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sikap yang positif terhadap perilaku tersebut, dan memiliki niat yang besar untuk 
melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
Sikap tersebut dapat berubah seiring perkembangan waktu atau dipengaruhi 
oleh faktor lingkungan yang ada disekitarnya. Ketika wajib pajak berada pada 
situasi bergaul dengan wajib pajak yang lain yang memiliki sikap yang berbeda 
dengan apa yang ia lakukan, bukan tidak mugkin sikap wajib pajak secara otomatis 
akan merasakan bahwa sikapnya mulai berubah mengikuti lingkungan yang ada 
disekitanya baik disadari ataupun tidak disadari. Lingkungan tersebut bisa berasal 
dari lingkungan pekerjaan dari wajib pajak tersebut. 
2. Pengaruh norma subjektif terhadap niat perilaku kepatuhan pajak pada 
KPP Pratama Makassar Selatan 
Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa norma subjektif berpengruh 
positif dan signifikan terhadap niat perilaku kepatuhan pajak, hal ini berarti bahwa 
semakin tinggi norma subjektif maka niat untuk memunculkan perilaku kepatuhan 
pajak akan semakin meningkat. Artinya bahwa wajib pajak di KPP Pratama 
Makassar Selatan memiliki dukungan dari orang-orang sekitar untuk membangun 
niat perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini mendukung theory of planned behavior 
dimana di jelaskan bahwa norma subjektif adalah suatu konvensi sosial yang 
mengatur kehidupan manusia, mengenai keyakinan individu dalam hal menyetujui 
atau tidak menyetujui suatu perilaku. 
Hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian yang dilakukan Suryani 
(2017) yang menemukan bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. hal ini menunjukkan pandangan 
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orang lain atau kelompok lain dapat mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak, 
seorang teman atau rekan satu profesi, seorang konsultan pajak,dan seorang petugas 
pajak jika memberikan pengaruh positif kepada wajib pajak untuk berlaku patuh 
maka besar kemungkinan wajib pajak tersebut akan berlaku patuh. Hal ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Asraf (2014) yang menemukan bahwa 
norma subjektif berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh. Hal ini menunjukkan 
bahwa lingkungan sosial yaitu orang-orang terdekat dan himbauan pemerintah 
mendukung para wajib pajak Pasaman Barat untuk pemenuhan kewajiban 
membayar pajak, dan para wajib pajak juga termotivasi mengikuti dukungan 
lingkungan tersebut. 
Dalam QS. Al-Nisa: 58 di jelaskan bahwa: 
 َِّنإ۞ٱ ه َّللّ  
ْ




أهيٱ ِتَٰ هنَٰ هم
ه ۡ




ِلَإٱ ِساَّلن  ن
ه
أ




تَٱ  ِلۡد هع
ۡ




Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa:58). 
 
Ayat di atas menjelaskan mengenai amanat dimana amanat diartikan 
sebagai dasar kepercayaan orang lain yang diberikan kepadanya (Idri, 2015:12). 
Artinya bahwa seorang wajib pajak yang diberikan amanah untuk membayar pajak, 
berarti mereka mampu untuk melaksanakan kewajiban tersebut, meskipun mereka 
terkadang membutuhkan dukungan dari orang lain untuk memunculkan perilaku 
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dalam hal kepatuhan pajak. Norma subjektif menjelaskan bahwa bukan tidak 
mungkin seorang wajib pajak bersikap patuh atau tidak patuh karena melihat atau 
mempertimbangkan orang lain disekitarnya sebagai referens.  
Kenyataan yang terjadi bahwa dukungan dari orang–orang yang berada 
disekitar wajib pajak mempunyai pengaruh cukup besar untuk seorang wajib pajak 
melakukan atau tidak melakukan kewajiban perpajakan. Seperti, keluarga 
merupakan salah satu orang yang dapat mempengaruhi tindakan wajib pajak akan 
melakukan atau berperilaku apabila persepsi orang lain terhadap perilaku tersebut 
bersifat positif, selain itu faktor teman, atasan, konsultan pajak juga dapat 
mempengaruhi tindakan dari wajib pajak. 
3. Pengaruh Kontrol perilaku wajib pajak terhadap niat perilaku kepatuhan 
pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan 
Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa kontrol perilaku wajib pajak 
tidak berpengaruh terhadap niat perilaku kepatuhan pajak, hal ini berarti bahwa 
semakin rendah kontrol perilaku wajib pajak maka niat untuk memunculkan 
perilaku kepatuhan pajak akan semakin rendah. Penelitian ini menggambarkan 
bahwa kontrol perilaku wajib pajak tidak mempengaruhi niat perilaku kepatuhan 
pajak. Artinya bahwa pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat 
yang tidak signifikan menunjukkan bahwa niat seseorang tidaklah didominasi oleh 
seberapa besar tingkat persepsi wajib pajak terhadap kontrol yang dimiliki dalam 
berperilaku. Hal ini juga menunjukkan bahwa wajib pajak merasa bahwa 
pemerikasaan, pelaporan pihak ketiga, sanksi pajak, serta audit pajak tidak menjadi 
penyebab wajib pajak untuk tidak berniat melakukan kepatuhan pajak. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat 
dan Nugroho (2010) yang menemukan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan 
tidak berpengaruh terhadap niat ketidakpatuhan pajak, sementara Suryani (2017) 
yang menemukan bahwa kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap perilaku 
kepatuhan pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa niat seseorang untuk 
patuh terhadap pajak bisa saja tidak terwujud dalam perilaku. Apabila tingkat 
kontrol perilaku itu cukup tinggi, maka ia dapat menampilkan perilaku kepatuhan 
pajak, walaupun perilaku ini tidak sesuai dengan niat semula yang tidak patuh 
pajak. Mangoting (2014) yang meneliti mengenai niat melakukan penggelapan 
pajak dan menemukan bahwa kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap niat 
melakukan penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang 
dipersepsikan tidak selalu mencerminkan niat wajib pajak untuk melakukan 
penggelapan pajak. 
 Rasulullah bersabda: 
“Dari Amir al-mukminin Abu Hafsh ‘Umar ibn al-Khaththab r.a. Katanya, 
Aku mendengar kata Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya amal perbuatan 
itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang tergantung pada 
yang diniatkannya. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan 
Rasulullah, maka hijrahnya itu diterima oleh Allah dan Rasulullah. Dan barang 
siapa hiijrahnya karena keuntungan dunia yang ingin diperolehnya atau 
perempuan yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu terhenti pada apa yang 
ia niatkan kepadanya.” (HR. al-Bukhari Muslim). 
 
Hadist di atas menjelaskan bahwa niat mempunyai posisi yang penting 
dalam aktivitas kehidupan manusia, suatu perbuatan adat keseharian jika diniatkan 
mengikuti tuntunan Allah dan Rasulullah, maka ia berubah menjadi ibadah yang 
bernilai pahala (Idri, 2015:38). Artinya, ketika wajib pajak memiliki niat untuk 
berperilaku patuh kemudian ia memunculkan perilaku tersebut seperti apa yang 
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diniatkan, tanpa ada alasan seperti seorang wajib pajak patuh disebabkan karena 
adanya sanksi pajak, pemeriksaan oleh otoritas pajak dan sebagainya maka perilaku 
tersebut akan bernilai pahala. Ketika wajib pajak memiliki control belief yang kuat 
mengenai faktor-faktor yang ada yang akan memfasilitasi suatu perilaku, maka 
wajib pajak memiliki persepsi yang tinggi untuk mampu mengendalikan suatu 
perilaku. Sebaliknya, wajib pajak akan memiliki persepsi yang rendah dalam 
mengendalikan suatu perilaku jika ia memiliki control belief  yang rendah mengenai 
faktor-faktor yang menghambat perilaku. 
Kontrol perilaku wajib pajak yang tidak berpengaruh terhadap niat perilaku 
kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan wajib pajak banyak yang 
masih rendah, sehingga kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai pentingnya 
pajak, serta tingkat pendapatan wajib pajak dapat juga menjadi penyebab wajib 
pajak untuk tidak patuh terhadap pajak. Seperti yang dikatakan oleh salah satu wajib 
pajak di KPP Pratama Makassar Selatan bahwa untuk melakukan kewajiban 
perpajakannya seharusnya wajib pajak memiliki kesadaran bahwa mereka memiliki 
kewajiban yang harus dilakukan. 
4. Pengaruh kewajiban moral wajib pajak terhadap niat perilaku kepatuhan 
pajak di KPP Pratama Makassar Selatan 
Berdasarkan analisis kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap niat perilaku kepatuhan pajak, hal ini berarti bahwa semakin tinggi 
kewajiban moral wajib pajak maka niat untuk memunculkan perilaku kepatuhan 
pajak akan semakin meningkat. Artinya, bahwa wajib pajak di KPP Pratama 
Makassar Selatan memiliki tingkat kewajiban moral yang tinggi, sehingga wajib 
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pajak yang memiliki tingkat moral yang tinggi akan memahami bahwa membayar 
pajak merupakan suatu kewajiban sebagai wajib pajak. Hal ini juga menujukkan 
bahwa moral seseorang mampu menjadi penjaga niat seseorang dalam berperilaku 
patuh. Penelitian ini mendukung Theory of Planned Behavior dimana dijelaskan 
bahwa manusia adalah mahluk yang rasional yang memikirkan implikasi dari 
tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak 
melakukan perilaku tertentu. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hidayat dan 
Nugroho (2010) yang menemukan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap 
ketidakpatuhan wajip pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa jika 
seseorang memiliki moral yang tinggi maka niatnya juga akan patuh pajak, namun 
sebaliknya jika seseorang memiliki moral yang rendah maka niatnya akan semakin 
tidak patuh pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Wijayanti dan Putri (2016) yang meneliti mengenai niat melakukan kecurangan 
akademik dan menemukan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap niat 
melakukan kecurangan akademik. Dalam QS. Al-Ahzab:70, menjelaskan bahwa: 
ا هه ُّي
ه














Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 
katakanlah perkataan yang benar. 
 
Ayat diatas menjelskan bahwa katakanlah perkataan yang benar artinya 
wajib pajak yang memiliki moral yang baik maka apapun yang mereka lakukan 
akan memikirkan dampak yang akan terjadi dari perbuatannya. Kewajiban moral 
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diartikan sebagai norma individu yang dimiliki oleh wajib pajak yang berkaitan 
dengan tindakan yang mempunyai nilai positif dimata masyarakat pada umumnya 
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Moral adalah istilah manusia 
menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai 
positif, sedangkan manusia yang tidak memilki moral disebut amoral yang artinya 






Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh sikap wajib 
pajak, norma subjektif, kontrol perilaku wajib pajak, dan kewajiban moral wajib 
pajak terhadap niat perilaku kepatuhan pajak. 
1. Sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku 
kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. 
2. Norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku 
kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. 
3. Kontrol perilaku wajib pajak tidak berpengaruh terhadap niat perilaku 
kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. 
4. Kewajiban moral wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
niat perilaku kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar Selatan. 
B. Saran Penleitian 
Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan penelitian, adapun 
implikasi dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu dinyatakan dalam bentuk 
saran-saran yang diberikan melalui hasil penelitian sehingga mendapatkan hasil 
yang lebih baik, yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi wajib pajak di KPP Pratama Makassar Selatan agar lebih patuh dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan lebih sadar bahwa membayar 
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dan melaporkan pajak merupakan kewajiban bukan dikarenakan 
keterpaksaan. 
2. Bagi instansi agar lebih meningkatkan pengawasan serta perlu adanya 
sosialisasi dimasyarakat agar masyarakat lebih paham mengenai pajak, 
sementara bagi wajib pajak agar wajib pajak lebih patuh dalam membayar 
dan melaporkan kewajiban perpajakannya. 
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, 
selain KPP karena penelitian ini hanya berfokus pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Makassar Selatan, instansi lain tersebut seperti  Kementerian, 
BUMS, BUMN bahkan di Universitas. Selain itu disarankan bagi peneliti 
selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor-
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        Samata,                 2018 
         Hormat saya, 
 
          
Peneliti 






I. Identitas Responden 
Beri tanda (√) atau (X) pada identitas pengenal Bapak/Ibu/Saudara(i): 
Nama        :.................................................(Boleh tidak diisi) 
Jenis Kelamin       :                 Laki-laki  Perempuan 
umur        :      tahun 
Pendidikan Terakhir      :      SMA Magister (S2) 
         Diploma Lainya… 
         S1 
Jenis Pekerjaan       :     PNS Wirausaha 
         Swasta Lainnya… 
Pendapatan        :              < Rp. 1.500.000 
            Rp. 1.500.000- Rp. 2.250.000 
             Rp. 2.250.000- Rp. 3.000.000 
              Rp. 3.000.000- Rp. 3.750.000 
                          
         >Rp. 3.750.000 
Jenis Wajib pajak        :               Pribadi Badan 
 
Tahun Terdaftar sebagai Wajib Pajak :    
II.  Persepsi Responden 
 Untuk pertanyaan ini mohon dijawab pertanyaan berikut dengan memberi 
tanda (√)   pada kolom jawaban yang menunjukkan: 
 





















STS TS RR S SS 
1. 
Melaksanakan kepatuhan pajak merupakan upaya 
taat hukum 
     
2. Taat hukum merupakan hal yang sangat baik      
3.  
Penggunaan pajak yang transparan merupakan hal 
yang sangat baik 
     
4.  Sistem perpajakan saat ini sudah sangat baik      
  5.  
Layanan pemerintah pada wajib pajak semakin 
baik 
     
6.  
Setiap wajib pajak harus melaporkan semua 
penghasilan utama maupun penghasilan 
sampingan yang diperoleh wajib pajak 
     
 
b).  NORMA SUBJEKTIF 
No Item Pernyataan 
Jawaban 
STS TS RR S SS 
1. 
Teman selalu memberikan saran untuk 
melaksanakan kewajiban perpajakan 
     
2. 
Saya selalu mengikuti saran konsultan pajak 
dalam aktivitas perpajakan 
     
3. 
Rekan kerja selalu memberikan saran tentang 
kewajiban perpajakan 
     
4. 
Keluarga selalu memberikan saran untuk 
melaksanakan kepatuhan pajak 
     
 
c). KONTROL PERILAKU WAJIB PAJAK 
No Item Pernyataan Jawaban 
STS TS RR S SS 
1. 
Pelaporan pihak ketiga menjadi penyebab 
peningkatan kepatuhan perpajakan saya 
     
2. 
Adanya sanksi pajak, menjadi penyebab 
peningkatan kepatuhan perpajakan saya 
     
3. 
Audit pajak menyadarkan saya tentang perilaku 
kepatuhan pajak 
     
4. 
Pemeriksaan oleh otoritas pajak menjadi penyebab 
peningkatan kepatuhan perpajakan saya 
     
 
d).  KEWAJIBAN MORAL WAJIB PAJAK 
No Item Pernyataan 
Jawaban 
STS TS RR S SS 
1. 
Saya memenuhi kewajiban perpajakan bentuk 
partisipasi sebagai wajib pajak 
     
2. 
Saya memenuhi kewajiban perpajakan secara 
sukarela 
     
3. 
Saya memenuhi kewajiban perpajakan sebagai 
prinsip hidup 
     
4.  
Saya memenuhi kewajiban perpajakan sesuai 
dengan prosedur pajak 
     
 
e).  NIAT PERILAKU KEPATUHAN PAJAK 
No Item Pernyataan 
Jawaban 
STS TS RR S SS 
1. 
Saya berniat melakukan perhitungan pajak secara 
tepat 
     
2. 
Saya berniat melakukan pembayaran pajak 
terhutang dengan  tepat waktu 
     
3. Saya berniat melaporkan pajak dengan tepat waktu      
 
≈TERIMA KASIH≈ 
MASTER TABEL PENELITIAN 
No. 
Res. 
Karakteristik Responden Variabel Penelitian 
Total 














P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 
1 1 2 4 3 5 2 1 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 99 
2 2 3 3 1 3 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 112 
3 2 1 2 3 4 2 3 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 92 
4 2 1 3 2 1 1 1 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 94 
5 2 3 4 3 5 2 2 4 4 4 2 3 2 2 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 92 
6 1 2 3 1 3 1 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 87 
7 2 2 3 2 2 1 2 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 88 
8 2 4 3 4 3 1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 105 
9 1 1 2 1 3 1 2 5 5 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 90 
10 2 4 3 2 2 1 3 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 109 
11 2 2 1 2 3 1 2 5 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 97 
12 2 2 1 1 4 1 3 4 5 5 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 100 
13 1 2 1 2 2 1 1 5 5 5 3 3 3 2 4 2 2 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 92 
14 2 4 3 3 2 2 2 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 100 
15 1 4 3 1 1 1 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 93 
16 1 1 1 2 1 1 3 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 92 
17 1 1 3 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 94 
18 2 1 5 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 97 
19 1 2 3 3 5 2 2 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 101 
20 2 1 3 1 5 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 95 
21 2 3 1 1 3 1 3 4 4 4 4 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 109 
22 1 2 5 1 4 1 2 4 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 89 
23 2 3 1 1 3 1 1 4 4 5 5 4 2 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 2 5 5 5 5 101 
24 1 2 5 2 4 1 2 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 116 
25 2 1 4 1 4 1 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 109 
26 1 2 4 3 5 2 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 115 
27 2 1 3 2 1 1 2 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 93 
28 2 1 3 1 3 1 2 4 5 5 2 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 100 
29 1 2 1 4 3 1 1 4 5 5 2 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 91 
30 1 3 3 1 4 1 3 5 5 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 98 
31 2 2 3 1 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 105 
32 2 1 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 98 
33 1 3 2 1 4 1 2 4 4 5 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 95 
34 2 1 3 3 5 2 3 5 5 5 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 104 
35 1 3 3 1 4 1 2 4 4 3 3 2 2 2 4 2 4 5 5 5 4 2 2 4 4 3 3 3 86 
36 2 2 3 3 5 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 103 
37 1 3 3 1 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 103 
38 1 3 2 3 5 2 3 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 5 5 105 
39 1 2 4 2 4 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 4 4 4 4 2 2 2 1 2 2 2 60 
40 1 2 1 2 1 1 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 97 
41 1 2 1 1 3 1 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3 3 3 3 5 5 5 4 4 5 5 105 
42 2 2 1 3 5 2 1 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 2 87 
43 2 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 5 5 4 4 4 4 100 
44 2 4 2 3 4 2 1 4 4 3 4 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 89 
45 2 1 3 1 3 1 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 76 
46 2 3 3 3 5 2 2 4 4 5 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 102 
47 1 2 3 3 5 2 3 5 5 4 3 3 4 3 3 4 4 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 4 89 
48 2 3 3 1 4 1 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 91 
49 1 3 3 4 3 1 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 5 5 4 2 4 4 4 97 
50 2 1 3 4 3 2 1 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 2 5 2 2 5 5 4 4 5 5 4 100 
51 1 3 3 1 3 1 2 2 4 4 2 2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 85 
52 2 1 3 1 3 1 3 5 5 4 2 3 5 4 4 3 3 4 2 2 3 5 5 4 3 4 4 4 92 
53 2 1 3 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 96 
54 1 3 2 1 4 1 2 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 107 
55 2 4 3 3 5 2 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 2 5 4 4 5 101 
56 1 1 3 1 3 1 1 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 93 
57 2 3 2 1 4 1 2 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 2 4 1 2 5 4 4 4 5 5 5 102 
58 1 4 2 1 3 1 2 5 5 5 4 4 5 3 4 4 4 2 4 2 2 4 4 2 5 4 4 4 95 
59 1 2 1 3 4 1 3 4 4 4 4 5 4 2 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 94 
60 2 2 2 3 5 2 1 4 5 4 4 4 2 4 4 4 5 4 5 2 4 4 4 4 5 3 4 4 99 
61 1 1 2 1 4 1 3 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 3 4 2 4 5 3 4 4 4 5 5 98 
62 1 2 2 4 3 1 2 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 1 1 4 3 3 4 4 4 4 92 
63 1 2 2 4 3 2 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 5 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 83 
64 1 2 2 1 4 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 3 2 5 4 4 4 4 4 5 94 
65 1 3 1 4 3 1 2 4 4 3 4 4 2 3 2 2 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 94 
66 2 2 2 3 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 2 2 2 4 3 2 4 4 4 4 86 
67 1 1 3 1 3 1 3 4 4 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 90 
68 2 1 3 4 4 2 3 5 5 4 4 4 4 4 2 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 5 104 
69 2 1 1 3 5 1 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 5 5 3 3 4 2 3 4 5 4 4 93 
70 1 1 3 1 3 1 2 4 4 4 4 3 4 2 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 86 
71 2 1 3 1 4 1 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 96 
72 1 1 3 1 4 1 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 106 
73 1 3 1 1 3 1 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 105 
74 2 2 3 3 5 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 102 
75 1 2 3 1 3 1 2 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 108 
76 2 3 3 3 4 1 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 2 4 5 5 5 116 
77 2 2 3 1 3 2 2 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 115 
 KETERANGAN: 
Jenis Kelamin (JK)  
1. Laki-laki    2. Perempuan 
Usia 
1. <29 tahun    3. 40-49 tahun 
2. 30-39 tahun    4. >50 tahun 
Tingkat Pendidikan (TP) 
1. SMA/SMK    3. S1   5. S3 
2. D3     4. S2 
3. S1 
Jenis Pekerjaan (JP) 
1. PNS     3. Wirausaha 
2. Swasta    4. Lainnya 
Jenis Wajib Pajak (J.WP) 
1. Orang Pribadi   2. Badan 




Tingkat Pendapatan (T.Pe) 
1. >Rp. 1.500.000 
2. Rp. 1.600.000 -  Rp. 2.250.000 
3. Rp. 2.300.000 – Rp. 3.000.000 
4. Rp. 3.100.000 – Rp. 3.750.000 
5. > Rp. 3.750.000  
Pernyataan Kusioner (P) 
 
LAMPIRAN 2 
REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN  
No. 
SIKAP WAJIB PAJAK 
TOTAL 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 
1 4 4 3 3 3 3 20 
2 5 5 5 5 5 5 30 
3 4 4 4 4 4 2 22 
4 5 5 4 4 4 4 26 
5 4 4 4 2 3 2 19 
6 4 4 4 3 3 4 22 
7 5 5 3 3 3 3 22 
8 4 4 4 4 3 4 23 
9 5 5 4 3 3 3 23 
10 5 5 5 4 3 4 26 
11 5 5 4 4 3 3 24 
12 4 5 5 2 3 3 22 
13 5 5 5 3 3 3 24 
14 5 5 5 4 4 4 27 
15 4 4 3 3 3 3 20 
16 5 5 5 5 3 3 26 
17 4 4 4 4 4 4 24 
18 4 4 4 4 4 4 24 
19 5 5 4 4 4 4 26 
20 4 4 4 4 4 4 24 
21 4 4 4 4 2 5 23 
22 4 4 4 2 2 4 20 
23 4 4 5 5 4 2 24 
24 5 5 5 4 4 5 28 
25 5 5 5 5 5 5 30 
26 5 5 5 4 4 5 28 
27 5 5 4 4 4 4 26 
28 4 5 5 2 3 3 22 
29 4 5 5 2 3 3 22 
30 5 5 4 2 2 4 22 
31 4 4 4 4 4 4 24 
32 4 4 4 4 4 4 24 
33 4 4 5 2 2 4 21 
34 5 5 5 2 2 4 23 
35 4 4 3 3 2 2 18 
36 4 4 4 4 4 4 24 
37 4 4 4 4 4 4 24 
38 5 5 5 4 4 3 26 
39 2 2 2 2 1 1 10 
40 5 5 4 5 4 4 27 
41 5 5 5 5 4 4 28 
42 4 4 4 4 4 4 24 
43 4 4 4 4 4 4 24 
44 4 4 3 4 2 4 21 
45 4 4 4 4 4 2 22 
46 4 4 5 3 4 2 22 
47 5 5 4 3 3 4 24 
48 4 4 4 4 4 2 22 
49 5 5 4 4 4 4 26 
50 4 4 5 4 4 5 26 
51 2 4 4 2 2 4 18 
52 5 5 4 2 3 5 24 
53 4 4 4 4 4 4 24 
54 5 5 5 4 4 5 28 
55 5 4 4 4 4 4 25 
56 4 5 5 3 3 4 24 
57 5 5 5 4 4 5 28 
58 5 5 5 4 4 5 28 
59 4 4 4 4 5 4 25 
60 4 5 4 4 4 2 23 
61 5 4 3 4 5 4 25 
62 5 5 4 4 4 3 25 
63 4 4 3 3 3 3 20 
64 4 4 4 4 4 4 24 
65 4 4 3 4 4 2 21 
66 4 4 4 4 4 3 23 
67 4 4 4 4 3 3 22 
68 5 5 4 4 4 4 26 
69 4 4 4 4 4 4 24 
70 4 4 4 4 3 4 23 
71 4 4 4 4 4 4 24 
72 5 5 5 5 5 4 29 
73 4 4 4 4 4 4 24 
74 4 4 4 4 4 4 24 
75 5 5 4 4 4 4 26 
76 5 5 5 5 5 4 29 





X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 
1 4 4 4 4 16 
2 5 5 5 5 20 
3 2 2 4 4 12 
4 4 4 4 4 16 
5 2 4 2 4 12 
6 4 4 4 3 15 
7 4 4 4 4 16 
8 4 4 4 4 16 
9 3 4 3 4 14 
10 4 4 4 4 16 
11 3 3 3 4 13 
12 4 4 4 4 16 
13 2 4 2 2 10 
14 4 4 4 4 16 
15 3 3 3 3 12 
16 4 4 4 4 16 
17 4 4 4 4 16 
18 2 4 2 4 12 
19 4 2 4 4 14 
20 4 4 4 4 16 
21 5 5 5 5 20 
22 2 2 4 4 12 
23 4 5 5 4 18 
24 5 5 5 5 20 
25 4 5 5 4 18 
26 4 4 4 4 16 
27 4 2 4 4 14 
28 5 5 4 4 18 
29 2 4 4 4 14 
30 4 4 4 4 16 
31 4 4 4 4 16 
32 2 4 2 4 12 
33 4 4 4 4 16 
34 4 4 4 4 16 
35 2 4 2 4 12 
36 4 4 4 4 16 
37 3 4 4 4 15 
38 4 4 4 4 16 
39 2 2 2 1 7 
40 4 4 4 4 16 
41 5 5 5 4 19 
42 2 4 2 4 12 
43 4 4 4 4 16 
44 4 4 2 2 12 
45 2 2 2 2 8 
46 4 4 4 4 16 
47 3 3 4 4 14 
48 4 2 4 4 14 
49 4 4 4 4 16 
50 3 4 4 4 15 
51 2 4 2 2 10 
52 4 4 3 3 14 
53 4 4 4 4 16 
54 4 5 5 5 19 
55 4 4 4 4 16 
56 4 4 4 4 16 
57 4 5 4 4 17 
58 3 4 4 4 15 
59 2 2 3 4 11 
60 4 4 4 5 17 
61 4 4 5 4 17 
62 4 3 4 4 15 
63 3 3 3 2 11 
64 3 3 3 3 12 
65 3 2 2 4 11 
66 3 3 3 2 11 
67 2 2 4 4 12 
68 4 2 4 5 15 
69 4 2 3 3 12 
70 2 2 3 4 11 
71 2 2 4 4 12 
72 4 4 4 4 16 
73 5 5 5 5 20 
74 4 2 4 4 14 
75 5 5 5 5 20 
76 5 5 5 5 20 
77 5 5 5 5 20 
No. 
KONTROL PERILAKU WAJIB PAJAK 
TOTAL 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 
1 5 5 5 4 19 
2 4 4 4 4 16 
3 4 4 4 4 16 
4 4 4 4 4 16 
5 4 3 3 3 13 
6 4 4 3 3 14 
7 3 3 3 3 12 
8 5 4 4 4 17 
9 4 4 4 4 16 
10 4 4 4 5 17 
11 4 4 4 4 16 
12 5 5 5 4 19 
13 5 5 5 4 19 
14 4 4 4 3 15 
15 5 5 5 4 19 
16 4 4 4 3 15 
17 4 4 4 4 16 
18 5 5 5 4 19 
19 5 4 4 4 17 
20 4 4 4 4 16 
21 5 4 4 4 17 
22 4 4 4 4 16 
23 5 4 4 4 17 
24 5 4 4 4 17 
25 5 4 4 3 16 
26 5 4 4 4 17 
27 5 4 4 3 16 
28 4 4 4 4 16 
29 4 4 3 3 14 
30 4 4 3 3 14 
31 5 5 5 4 19 
32 5 5 5 4 19 
33 4 4 4 4 16 
34 5 5 5 4 19 
35 5 5 5 4 19 
36 5 4 4 4 17 
37 4 4 4 4 16 
38 4 4 4 4 16 
39 4 4 4 4 16 
40 4 4 4 3 15 
41 3 3 3 3 12 
42 3 3 2 2 10 
43 4 3 2 2 11 
44 4 4 2 2 12 
45 4 3 3 2 12 
46 4 4 4 3 15 
47 2 2 2 2 8 
48 4 4 4 2 14 
49 3 3 2 2 10 
50 2 5 2 2 11 
51 4 4 4 4 16 
52 4 2 2 3 11 
53 4 2 2 2 10 
54 3 3 2 2 10 
55 3 3 3 2 11 
56 4 4 4 4 16 
57 2 4 1 2 9 
58 2 4 2 2 10 
59 4 4 3 3 14 
60 4 5 2 4 15 
61 3 4 2 4 13 
62 4 5 1 1 11 
63 5 4 2 4 15 
64 5 4 3 2 14 
65 4 5 4 4 17 
66 4 2 2 2 10 
67 4 4 4 3 15 
68 4 5 4 4 17 
69 5 5 3 3 16 
70 3 4 4 3 14 
71 5 5 4 4 18 
72 4 4 4 4 16 
73 5 4 4 4 17 
74 5 4 4 4 17 
75 5 4 4 4 17 
76 5 4 5 5 19 




KEWAJIBAN MORAL WAJIB PAJAK 
TOTAL 
X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 
1 4 4 4 4 16 
2 4 4 4 4 16 
3 4 4 2 4 14 
4 2 2 4 4 12 
5 4 4 4 4 16 
6 4 4 3 4 15 
7 3 3 4 4 14 
8 4 4 4 4 16 
9 2 4 4 4 14 
10 4 4 4 5 17 
11 4 4 5 5 18 
12 4 4 5 5 18 
13 4 4 4 4 16 
14 3 3 4 4 14 
15 4 4 4 4 16 
16 2 2 4 4 12 
17 2 4 4 4 14 
18 4 4 4 4 16 
19 4 4 4 4 16 
20 4 4 2 4 14 
21 5 5 5 5 20 
22 2 2 4 4 12 
23 4 4 2 5 15 
24 5 5 5 5 20 
25 4 4 4 4 16 
26 5 5 5 5 20 
27 2 2 4 4 12 
28 4 4 4 4 16 
29 4 4 4 4 16 
30 4 4 4 4 16 
31 4 4 4 4 16 
32 3 3 4 4 14 
33 4 4 4 4 16 
34 4 4 4 4 16 
35 2 2 4 4 12 
36 4 4 4 4 16 
37 4 4 4 4 16 
38 4 4 2 4 14 
39 2 2 2 1 7 
40 4 4 4 4 16 
41 5 5 5 4 19 
42 4 4 4 4 16 
43 4 5 5 4 18 
44 4 4 2 4 14 
45 4 3 3 3 13 
46 5 5 4 4 18 
47 4 4 4 3 15 
48 4 2 2 4 12 
49 5 5 4 2 16 
50 5 5 4 4 18 
51 4 3 4 4 15 
52 5 5 4 3 17 
53 5 4 4 4 17 
54 5 5 5 5 20 
55 4 4 2 5 15 
56 4 2 4 4 14 
57 5 4 4 4 17 
58 4 4 2 5 15 
59 4 4 4 4 16 
60 4 4 4 5 17 
61 5 3 4 4 16 
62 4 3 3 4 14 
63 3 3 3 3 12 
64 5 4 4 4 17 
65 4 4 5 4 17 
66 4 3 2 4 13 
67 4 4 4 4 16 
68 4 3 3 4 14 
69 4 2 3 4 13 
70 4 3 4 3 14 
71 5 5 4 4 18 
72 4 4 4 4 16 
73 4 4 4 5 17 
74 4 4 4 4 16 
75 5 4 4 4 17 
76 5 4 2 4 15 




NIAT PERILAKU KEPATUHAN PAJAK 
TOTAL 
Y.1 Y.2 Y.3 
1 4 4 4 12 
2 5 5 5 15 
3 4 4 4 12 
4 4 4 4 12 
5 4 4 4 12 
6 3 3 3 9 
7 3 3 3 9 
8 4 4 4 12 
9 4 4 4 12 
10 5 5 5 15 
11 4 4 4 12 
12 3 4 4 11 
13 4 4 4 12 
14 3 3 3 9 
15 4 4 4 12 
16 4 4 4 12 
17 3 4 4 11 
18 4 4 4 12 
19 3 3 4 10 
20 4 4 4 12 
21 5 5 5 15 
22 4 4 4 12 
23 5 5 5 15 
24 5 5 5 15 
25 5 5 5 15 
26 5 5 5 15 
27 4 4 4 12 
28 5 5 5 15 
29 4 4 4 12 
30 5 5 5 15 
31 5 5 5 15 
32 4 4 4 12 
33 4 4 4 12 
34 4 4 4 12 
35 3 3 3 9 
36 4 4 4 12 
37 5 5 5 15 
38 5 5 5 15 
39 2 2 2 6 
40 4 4 4 12 
41 4 5 5 14 
42 4 4 2 10 
43 4 4 4 12 
44 4 4 4 12 
45 2 2 3 7 
46 4 4 4 12 
47 3 3 4 10 
48 4 4 4 12 
49 4 4 4 12 
50 5 5 4 14 
51 4 4 4 12 
52 4 4 4 12 
53 4 4 4 12 
54 5 5 5 15 
55 4 4 5 13 
56 4 4 4 12 
57 5 5 5 15 
58 4 4 4 12 
59 4 4 5 13 
60 3 4 4 11 
61 4 5 5 14 
62 4 4 4 12 
63 3 3 4 10 
64 4 4 5 13 
65 4 4 4 12 
66 4 4 4 12 
67 4 4 4 12 
68 4 4 5 13 
69 5 4 4 13 
70 4 4 4 12 
71 3 3 4 10 
72 5 5 5 15 
73 5 5 5 15 
74 4 4 4 12 
75 5 5 5 15 
76 5 5 5 15 




A. Statistik Deskriptif Variabel 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Sikap wajib pajak 77 10,00 30,00 23,9351 3,10067 
Norma subjektif 77 7,00 20,00 14,8571 2,90514 
Kontrol perilaku 
wajib pajak 
77 8,00 19,00 15,0649 2,84391 
Kewajiban moral 
wajib pajak 
77 7,00 20,00 15,5325 2,22772 
Niat wajib pajak 77 6,00 15,00 12,4156 1,96917 
Valid N (listwise) 77     
 
B. Statistik Deskriptif Pernyataan 
1. Deskriptif Variabel Sikap Wajib Pajak 
X1.1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2,00 2 2,6 2,6 2,6 
4,00 42 54,5 54,5 57,1 
5,00 33 42,9 42,9 100,0 
Total 77 100,0 100,0  
 
X1.2 





2,00 1 1,3 1,3 1,3 
4,00 40 51,9 51,9 53,2 
5,00 36 46,8 46,8 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2,00 1 1,3 1,3 1,3 
3,00 8 10,4 10,4 11,7 
4,00 43 55,8 55,8 67,5 
5,00 25 32,5 32,5 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2,00 11 14,3 14,3 14,3 
3,00 11 14,3 14,3 28,6 
4,00 46 59,7 59,7 88,3 
5,00 9 11,7 11,7 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1,00 1 1,3 1,3 1,3 
2,00 8 10,4 10,4 11,7 
3,00 20 26,0 26,0 37,7 
4,00 42 54,5 54,5 92,2 
5,00 6 7,8 7,8 100,0 








 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1,00 1 1,3 1,3 1,3 
2,00 9 11,7 11,7 13,0 
3,00 15 19,5 19,5 32,5 
4,00 42 54,5 54,5 87,0 
5,00 10 13,0 13,0 100,0 
Total 77 100,0 100,0  
 
2. Deskriptif Variabel Norma Subjektif 
 
X2.1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2,00 16 20,8 20,8 20,8 
3,00 11 14,3 14,3 35,1 
4,00 41 53,2 53,2 88,3 
5,00 9 11,7 11,7 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2,00 15 19,5 19,5 19,5 
3,00 7 9,1 9,1 28,6 
4,00 42 54,5 54,5 83,1 
5,00 13 16,9 16,9 100,0 







 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2,00 11 14,3 14,3 14,3 
3,00 10 13,0 13,0 27,3 
4,00 44 57,1 57,1 84,4 
5,00 12 15,6 15,6 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1,00 1 1,3 1,3 1,3 
2,00 6 7,8 7,8 9,1 
3,00 5 6,5 6,5 15,6 
4,00 55 71,4 71,4 87,0 
5,00 10 13,0 13,0 100,0 
Total 77 100,0 100,0  
 
3. Deskriptif Variabel Kontrol Perilaku Wajib Pajak 
 
X3.1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2,00 4 5,2 5,2 5,2 
3,00 8 10,4 10,4 15,6 
4,00 39 50,6 50,6 66,2 
5,00 26 33,8 33,8 100,0 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2,00 4 5,2 5,2 5,2 
3,00 9 11,7 11,7 16,9 
4,00 48 62,3 62,3 79,2 
5,00 16 20,8 20,8 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1,00 2 2,6 2,6 2,6 
2,00 14 18,2 18,2 20,8 
3,00 11 14,3 14,3 35,1 
4,00 39 50,6 50,6 85,7 
5,00 11 14,3 14,3 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1,00 1 1,3 1,3 1,3 
2,00 15 19,5 19,5 20,8 
3,00 17 22,1 22,1 42,9 
4,00 41 53,2 53,2 96,1 
5,00 3 3,9 3,9 100,0 





4. Deskriptif Variabel Kewajiban Moral Wajib Pajak 
 
X4.1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1,00 1 1,3 1,3 1,3 
2,00 2 2,6 2,6 3,9 
3,00 11 14,3 14,3 18,2 
4,00 46 59,7 59,7 77,9 
5,00 17 22,1 22,1 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2,00 5 6,5 6,5 6,5 
3,00 18 23,4 23,4 29,9 
4,00 42 54,5 54,5 84,4 
5,00 12 15,6 15,6 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2,00 8 10,4 10,4 10,4 
3,00 11 14,3 14,3 24,7 
4,00 49 63,6 63,6 88,3 
5,00 9 11,7 11,7 100,0 





 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2,00 2 2,6 2,6 2,6 
3,00 9 11,7 11,7 14,3 
4,00 54 70,1 70,1 84,4 
5,00 12 15,6 15,6 100,0 
Total 77 100,0 100,0  
 
5. Deskriptif Variabel Niat Perilaku Kepatuhan Pajak 
 
Y1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2,00 2 2,6 2,6 2,6 
3,00 11 14,3 14,3 16,9 
4,00 43 55,8 55,8 72,7 
5,00 21 27,3 27,3 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2,00 2 2,6 2,6 2,6 
3,00 8 10,4 10,4 13,0 
4,00 45 58,4 58,4 71,4 
5,00 22 28,6 28,6 100,0 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2,00 2 2,6 2,6 2,6 
3,00 5 6,5 6,5 9,1 
4,00 45 58,4 58,4 67,5 
5,00 25 32,5 32,5 100,0 




















UJI KUALITAS DATA 
A. Uji Validitas 









X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1 
X1.1 
Pearson Correlation 1 ,810** ,417** ,365** ,387** ,391** ,761** 
Sig. (2-tailed) 
 
,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 
N 77 77 77 77 77 77 77 
X1.2 
Pearson Correlation ,810** 1 ,595** ,149 ,236* ,345** ,682** 
Sig. (2-tailed) ,000 
 
,000 ,196 ,039 ,002 ,000 
N 77 77 77 77 77 77 77 
X1.3 
Pearson Correlation ,417** ,595** 1 ,198 ,293** ,374** ,653** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 
,085 ,010 ,001 ,000 
N 77 77 77 77 77 77 77 
X1.4 
Pearson Correlation ,365** ,149 ,198 1 ,727** ,253* ,691** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,196 ,085 
 
,000 ,026 ,000 
N 77 77 77 77 77 77 77 
X1.5 
Pearson Correlation ,387** ,236* ,293** ,727** 1 ,261* ,732** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,039 ,010 ,000 
 
,022 ,000 
N 77 77 77 77 77 77 77 
X1.6 
Pearson Correlation ,391** ,345** ,374** ,253* ,261* 1 ,654** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,001 ,026 ,022 
 
,000 
N 77 77 77 77 77 77 77 
X1 
Pearson Correlation ,761** ,682** ,653** ,691** ,732** ,654** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 
N 77 77 77 77 77 77 77 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
2. Variabel Norma Subjektif 
Correlations 
 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2 
X2.1 
Pearson Correlation 1 ,543** ,728** ,468** ,861** 
Sig. (2-tailed) 
 
,000 ,000 ,000 ,000 
N 77 77 77 77 77 
X2.2 
Pearson Correlation ,543** 1 ,418** ,359** ,740** 
Sig. (2-tailed) ,000 
 
,000 ,001 ,000 
N 77 77 77 77 77 
X2.3 
Pearson Correlation ,728** ,418** 1 ,664** ,867** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 
,000 ,000 
N 77 77 77 77 77 
X2.4 
Pearson Correlation ,468** ,359** ,664** 1 ,749** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 
 
,000 
N 77 77 77 77 77 
X2 
Pearson Correlation ,861** ,740** ,867** ,749** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
 
N 77 77 77 77 77 

















3. Variabel Kontrol Perilaku Wajib Pajak 
Correlations 
 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3 
X3.1 
Pearson Correlation 1 ,428** ,628** ,537** ,788** 
Sig. (2-tailed) 
 
,000 ,000 ,000 ,000 
N 77 77 77 77 77 
X3.2 
Pearson Correlation ,428** 1 ,513** ,450** ,706** 
Sig. (2-tailed) ,000 
 
,000 ,000 ,000 
N 77 77 77 77 77 
X3.3 
Pearson Correlation ,628** ,513** 1 ,748** ,906** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 
,000 ,000 
N 77 77 77 77 77 
X3.4 
Pearson Correlation ,537** ,450** ,748** 1 ,852** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
 
,000 
N 77 77 77 77 77 
X3 
Pearson Correlation ,788** ,706** ,906** ,852** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
 
N 77 77 77 77 77 

















4. Variabel Kewajiban Moral Wajib Pajak 
Correlations 
 
X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4 
X4.1 
Pearson Correlation 1 ,650** ,297** ,360** ,779** 
Sig. (2-tailed) 
 
,000 ,009 ,001 ,000 
N 77 77 77 77 77 
X4.2 
Pearson Correlation ,650** 1 ,492** ,348** ,848** 
Sig. (2-tailed) ,000 
 
,000 ,002 ,000 
N 77 77 77 77 77 
X4.3 
Pearson Correlation ,297** ,492** 1 ,316** ,719** 
Sig. (2-tailed) ,009 ,000 
 
,005 ,000 
N 77 77 77 77 77 
X4.4 
Pearson Correlation ,360** ,348** ,316** 1 ,636** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,002 ,005 
 
,000 
N 77 77 77 77 77 
X4 
Pearson Correlation ,779** ,848** ,719** ,636** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
 
N 77 77 77 77 77 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
5. Variabel Niat Perilaku Kepatuhan Pajak 
Correlations 
 
Y1 Y2 Y3 Y 
Y1 
Pearson Correlation 1 ,925** ,750** ,950** 
Sig. (2-tailed) 
 
,000 ,000 ,000 
N 77 77 77 77 
Y2 
Pearson Correlation ,925** 1 ,811** ,970** 
Sig. (2-tailed) ,000 
 
,000 ,000 
N 77 77 77 77 
Y3 
Pearson Correlation ,750** ,811** 1 ,904** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 
,000 
N 77 77 77 77 
Y 
Pearson Correlation ,950** ,970** ,904** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
 
N 77 77 77 77 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
B. Uji Reliabilitas 




N of Items 
,773 6 
 




N of Items 
,816 4 
 




N of Items 
,832 4 
 




N of Items 
,738 4 
 





N of Items 
,935 3 
 
 LAMPIRAN 5 
UJI ASUMSI KLASIK 
A. Uji Normalitas 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 












Kolmogorov-Smirnov Z ,772 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,590 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 B. Uji Multikoleneritas 
 
Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
X1 ,562 1,779 
X2 ,531 1,885 
X3 ,957 1,045 
X4 ,705 1,419 
a. Dependent Variable: Y 
 

















B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2,161 1,051  2,055 ,043 
X1 -,023 ,042 -,085 -,549 ,585 
X2 -,014 ,046 -,047 -,295 ,769 
X3 -,026 ,035 -,088 -,736 ,464 
X4 ,002 ,052 ,006 ,045 ,964 
a. Dependent Variable: AbsRes 
 
 




R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 ,727a ,528 ,502 1,39022 1,834 
a. Predictors: (Constant), Kewajiban moral wajib pajak, Kontrol perilaku wajib 
pajak, Sikap wajib pajak, Norma subjektif 



























R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,727a ,528 ,502 1,39022 
a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2 
 
ANOVAa 






Regression 155,545 4 38,886 20,120 ,000b 
Residual 139,156 72 1,933   
Total 294,701 76    
a. Dependent Variable: Y 








B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,061 1,722  ,035 ,972 
X1 ,177 ,069 ,279 2,588 ,012 
X2 ,236 ,075 ,348 3,133 ,003 
X3 ,097 ,057 ,140 1,696 ,094 
X4 ,202 ,085 ,228 2,366 ,021 
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